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ABSTRAK
Nama :   Esty Widya Waty
Nim :   10700110018
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah, dan BUMD terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikota Makassar.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui : Pengaruh pajak daerah
terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Makassar. Pengaruh retribusi
daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Makassar , Pengaruh
BUMD terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Makassar , dan variabel
yan palin berpengaruh terhadap PAD Kota Makassar. Penelitian ini dibuat karena
masih terdapat perbedaan antara penelitian yang satu dengan yang lain. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Data
skunder yang digunakan adalah data time series periode 2003-2012. Variabel
independen terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan BUMD sedangkan
variabel dependenya adalah pendapatan asli daerah (PAD).
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil regresi secara
Parsial pajak daerah, retribusi daerah berpengaruh positif dan sinifikan signifikan
terhadap PAD di Kota Makassar. Sedangkan Variabel BUMD berpenaruh positif
tetapi tidak sinifikan terhadap PAD Kota Makassar. Nilai signifikan dari pajak
daerah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%), nilai signfikan dari retribusi
daerah sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05 (5%) dan nilai singifikan dari BUMD
sebesar 0,338. Sedangkan dari hasil regresi simultan juga menunjukkan bahwa
pajak daerah, retribusi daerah dan BUMD secara bersama-sama berpenaruh
terhadap PAD di Kota Makassar. Sedankan variabel yan palin berpenaruh
terhadap PAD Kota Makassar adalah pajak
Kebijakan yang dapat diambil berdasarkan penelitian tentang pengaruh
pajak daerah, retribusi daerah dan BUMD terhadap pendapatan asli daerah dikota
makassar adalah dengan cara memungut pajak daerah, retribusi daerah maupun
hasil dari BUMD agar digunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan PAD.
pajak daerah, retribusi daerah dan BUMD dapat meningkatkan efesiensi dan
efetivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat dengan
begitu diharapkan pemerintah daerah berhak menggerakan pungutan kepada
masyarakat agar pendapatan asli daerah (PAD) dikota makassar menjadi lebih
baik.







Negara Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut
mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Indonesia melakukan reformasi di bidang Pemerintah Daerah
dan Pengelolaan Keuangan pada tahun 1999.Pelaksanaan reformasi tersebut
diperkuat dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No.
32 Tahun 2004) dan UU No. 25 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 33 Tahun
2004).Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan
pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat
otonom dan menerapkan asas desentralisasi.Otonomi daerah merupakan suatu
bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah
mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor
keuangan maupun dari sektor nonkeuangan.
Dalam menjalankan otonomi daerah diperlukan dana yang memadai. Oleh
karena itu, malalui undang-undang No. 33 tahun 2004 kemampuan daerah untuk
memperoleh dana dapat ditingkatkan. Sebagai daerah otonom, daerah dituntut
2untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang
digali dari dalama wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak
daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-
lain pendapatan daerah yang sah yang menjadi sumber PAD maka pemerintah
mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta
menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban
Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak
menggerakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai
salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada
rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan
undang-undang.dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
harus didasarkan pada undang-undang.
Selama itu juga pungutan daerah berupa pajak dan retribusi daerah harus
didasarkan pada undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34
Tahun 2000. Sesuai dengan undang-undang tersebut, daerah diberi kewenangan
untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu 4 jenis pajak provinsi dan 7
(tujuh) jenis pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi
kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria
3yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-undang tersebut juga mengatur
tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis pajak tersebut.1
Kota Makassar merupakan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan Guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kota Makassar berusaha
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya melalui pajak dan
retribusi daerah.Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan
yang potensial di Kota Makassar.
Tabel 1.1




PAD Pajak Retribusi BUMD
(Ribu Rp) (Ribu Rp) (Ribu Rp) (Ribu Rp)
2008 158,131,364.00 98,318,689.00 40,966,228.00 4,357,505.00
2009 163,291,027.00 115,223,339.00 37,131,426.00 5,665,752.00
2010 210,136,331.00 133,551,818.00 59,729,105.00 5,817,814.00
2011 351,692,553.00 270,547,821.00 62,043,148.00 6,355,200.00






Sumber BPSPropinsi Sulawesi Selatan 2014
Berdasarkan tabel 1.1 diatas terlihat bahwa tahun 2008 sampai tahun 2012
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, BUMD dan PAD di Kota Makasssar mengalami
peningkatan. PAD tahun 2003 sampai tahun 2012. sebesar
Rp.158,131,364.00menjadi Rp. 441,234,950.00pada tahun 2012.Pajak daerah
1 Irwansyah Lubis,2011Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani RakyatJakarta : PT Elex
Media Komputindo, h.12,13.
4Kota Makassar sejak tahun 2008, penerimaan pajak Kota makasar  sampai tahun
2012 mengalami peningkatan yang sangat besar dimana penerimaan pajak tahun
2008 sebesar Rp98,318,689.00(juta) meningkat menjadi Rp337,167,338.00(juta)
pada tahun 2012 dan masih berpeluang untuk terus ditingkatkan mengingat
pencapaian pendapatan pajak daerah melebihi target yang ditetapkan setiap
tahunnya. Sedangkan pendapatan dari retribusi daerah kota Makassar sejak tahun
2008 sampai tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Secara
keseluruhan pendapatan retribusi daerah mengalami peningkatan.  tahun 2008
pendapatan retribusi daerah kota Makassar mencapai Rp 40,966,228.00(juta), dan
tahun 2012 pendapatan retribusi daerah Kota Makassar sudah mencapai Rp
284,011,101.00(juta).Peningkatan pendapatan BUMD Kota Makassar.juga
sangat drastic BUMD kota Makassar Tahun 2008 yangsebesar Rp 4,357,505.00
meningkat menjadi  Rp 28,750,170.00
Selain memaksimalkan Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
Untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah  Kota Makassar salah satu yang
dilakukan adalah menggenjot penerimaan dari BUMD  sehingga dapat
mewujudkan  tujuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
Kota Makassar. Terlebih lagi pendapatan asli daerah saat ini masih kurang
kontribusi dari badan milik daerah karena hasilnya banyak yang diamankan oleh
petugas tertentu saja. Dan bukan saja berkaitan dengan hal BUMD ataupun pajak
dan sebagainya, sehingga dapat dipastikan kalau begini keadaannya maka
5pendapatan asli daerah tidak akan mengalami pertumbuhan sesuai dengan apa
yang diharapkan oleh pemerintah di daerah tersebut.
Potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Makassar
seharusnya bisa dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan yang
diterima.Tujuan adanya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah adalah
untuk mendorong perekonomian Kota Makassar melalui pembangunan sarana
prasarana yang menunjang perekonomian. Dengan adanya pembangunan tersebut
diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah
kesejahteraan  masyarakat
B. Penelitian Sebelumnya
1. Penelitian ini merupakan replikasi oleh Evi Apriani (2011) dengan judul
Analisis Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota
Makassar Periode 2000-2009. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui
pengaruh Produk Domestik RegionaL Bruto (PDRB), pengeluaran
pemerintah, serta optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap
perubahan Pendapatan Asli Dearah (PAD). Metode yang digunakan adalah
analisis regresi berganda. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data
sekunder. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji f dan uji t.
Hasil simpulan dari peneliti menunjukkan bahwa  Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Sumber Penerimaan yang
signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom.
Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat
6dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang
diterapkan. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total
perolehan PAD pemerintah kota Makassar dalam kurung waktu Tahun 2000-
2009 cukup signifikan. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap
total perolehan penerimaan pemerintahn daerah kota Makassar tercermin
dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan
otonomi daerah terlihat cukup baik. Untuk meningkatkan kontribusi pajak
daerah dan retribusi daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah dan
sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD pemerintah daerah kota
Makassar perlu dilakukan beberapa langkah diantaranya melakukan
peningkatan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi
daerah, kemudian dilakukan ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis
pajak daerah dan retribusi daerah yang baru sesuai dengan kondisi dan potensi
yang ada.
2. Penelitian lainnya yang melakukan penelitian Pengaruh Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dilakukan
oleh Nanang Budianto (2013). Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui
pengaruh penerimaan  pajak daerah dan retribusi daerah terhadap  Pendapatan
Asli Dearah (PAD) Kota Makassar. Metode yang digunakan adalah analisis
regresi berganda. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder.
Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji f dan uji t. Hasil analisis data
7menunjukkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh
positif dan signifkan terhadap PAD Kota Makassar tahun 2006-2010.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumya adalah selain peiode
waktu  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2005-2012 , penelitian ini
dilakukan penambahan satu variabel yang diduga berpengaruh terhadap
pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar, Yaitu variabel BUMD Kota
Makassar.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan
penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH PAJAK, RETRIBUSI
DAERAH DAN BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KOTA MAKASSAR”
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian di atas. Maka penulis
merumuskan masalah dalam penelitian yaitu:
1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD)
di Kota Makassar?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap  Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kota Makassar ?
3. Apakah BUMD berpengaruhterhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota
Makassar ?
4. Variabel apa yang paling berpengaruh antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah
dan BUMD terhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.
8D. Hipotesis
Berdasarkan teori ekonomi dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang
diajukan untuk diteliti adalah:
1. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap  Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Kota Makassar
2. Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap  Pendapatan
Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar
3. BUMDberpengaruh positif dan signifikanterhadap  Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kota Makassar
4. Variabel Pajak Daerah merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.
E. Tujuan  Penelitian
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis:
1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota
Makassar
2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota
Makassar
3. Pengaruh BUMDterhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar
?
4. Variabel yang paling berpengaruh antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
BUMD terhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.
9F. Defenisi Operasional
Operasionalisasi penelitian ini dibagi ke dalam dua variabel, yaitu variabel
independent dan variabel dependent:
1. Variabel independent
Variabel independent adalah variabel bebas yaitu variabel yang
menjadi sebab terjadinya (terpengaruhnya) variabel dependent (variabel tak
bebas).variabel independent dalam penelitian ini adalah :
a. Pajak Daerah (X1) yaitu penerimaan pajak daerah yang  digunakan untuk
membiayai rumah tangga daerah,  pajak daerah dalam penelitian ini yaitu
besarnya penerimaan pajak pertahun yang diukur dengan  Rupiah.
b. Retribusi Daerah (X2) yaitubesarnya penerimaan retribusi  daerah. dalam
penelitian ini yaitu penerimaan retribusi pertahun yang diukur dengan
Rupiah. Sedangkan,
c. BUMD adalah banyaknya penerimaan Perusahaan yang didirikan dan
dimiliki  oleh pemerintah daerah Kota makassar, dalam penelitian ini
yaitu banyaknya penerimaan keuntungan yang diterima oleh BUMD Kota
Makassar yang diukur dengan rupiah.
2. Variabel Dependent
Variabel Dependent adalah variabel tak bebas yaitu variabel yang
nilainya dipengaruhi oleh variabel independent. Variabel Dependent dalam
penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Pendapatan Asli Daerah
merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu
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tolak ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah.Dalam penelitian ini
pendapatan asli daerah yang diterima pertahun yang diukur dengan Rupiah.
G. Kegunaan Penelitian
Hal-hal yang diperoleh dari penelitian tentang analisis pengaruh Pajak
Daerah, Retribusi Daerah dan BUMD terhadap PAD di Kota Makassar
diharapkandapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang
penulis teliti. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini
diharapkan adalah:
1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
menambah pemahaman tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan BUMD.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan
pertimbangan dan masukan dalam merumuskan kebijakan peningkatan
penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan BUMD demi peningkatan
PAD sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
pengetahuan mengenai permasalahan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
BUMD agar dapat lebih memahami seberapa besar pengaruh Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan BUMD terhadap PAD di Kota Makassar.
4. Bagi pihak lain. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan
sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian
11
selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama, atau hanya sebagai bahan






Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan,
dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan
yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang
berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.1
Selain itu pajak merupakan sebagian harta kekayaan rakyat (swasta)
yang, berdasarkan undang-undang wajib diberikan oleh rakyat kepada Negara
tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari Negara,
serta bukan merupakan penalty, yang berfungsi sebagai dana untuk
penyelenggaraan Negara, dan sisanya, jika ada, digunakan untuk
pembangunan, serta sebagai instrunen/ alat untuk mengatur kehidupan sosial
ekonomi masyrakat.2
Pajak juga biasa diartikan sebagai iuran kepada kas Negara
berdasarkan undang-undang ( yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum.3
1 Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia edisi 9. Salemba Empat, Jakarta h.2.
2 Muda Markus 2005. Perpajakan Indonesia Gramedia Pusaka Utama, h.1.
3 Mardiasmo. 2011. Perpajakan edisi revisi Andi Yogyakarta, h.1.
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2. Pajak Daerah
Secara umum, pajak daerah pungutan dari masyarakat oleh Negara
(pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan
terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi
kembali (kontar prestasi/balas jasa) secara lamgsung, yang hasilnya digunakan
untuk membiayai pengeluaran Negara dan penyelenggaraan pemerintah dan
juga pembangunan.4
Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah
Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang untuk keperluan Daerah sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pajak Daerah juga dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 34
Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang pajak daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak propinsi
dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan
kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah
pada wilayah administrasi propinsi atau kanupaten/kota yang bersangkutan.
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu
bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Hal ini sejalan
4 Rahdina, D.P 2008 Analisis faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pajak
Daerah dan Retribusi  di Kota Depok pada Era otonomi Daerah [skripsi] Bogor.
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dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Taubah (9): 60 dan surah Al-









“Sesungguhnya pajak-pajak (zakat-zakat) itu hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang
berutang dijalan allah sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan oleh allah







“Ambilah sedekah (pajak) dari sebagian harta mereka, yang dengan itu kamu
membersihkan dan mengembangkan mereka, dan mendoalah untuk mereka”
(Q.S Al-Taubah [9]: 103).6
3. Jenis Pajak Dan Objek Pajak
Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
a. Pajak Provinsi, terdiri dari:
1) Pajak Kendaraan Bermotor
5 Departemen Agama RI Al-Qura’an dan Terjemahannya ( Jakarta : Direktorat Jendral
Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah 2009).
6 Masdar Farid Mas’udi. 2010. Pajak Itu Zakat Ujungberung, Bandung : MIZAN
KHAZANAH ILMU-ILMU ISLAM, h.89.
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2) Pajak balik Nma Kendaraan Bermotor
3) Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor
4) Pajak Air dan Permukaan
5) Pajak Rokok




4) Pajak Penerangan Jalan
5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
6) Pajak Parkir
7) Pajak Air Tanah
8) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
9) Pajak Perolehan Hak  atas Tanah dan Bangunan.
Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi
tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu
Kota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak




7 Mardiasmo. 2011 Perpajakan edisi revisi Andi Yogyakarta, 2011 h.12-13
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Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran.
b. Fungsi Regulerend
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
5. Pengelompokan Pajak
a. Menurut Golongan
1) Pajak Langsung yaitu: pajak yang harus dipikul sendiri Wajib
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang
lain.
2) Pajak Tidak Langsung yaitu : pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
b. Menurut Sifatnya
1) Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
2) Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan diri Wajib Pajak.
c. Menurut Lembaga Pemungutan
1) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
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2) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak
daerah.
6. Tata Cara Pemungutan Pajak
Pemungutan Pajak Dapat dilakukan berdasarkan 3 stelstel:
a. Stelsel nyata (riel stelsel)
Pengenaan  pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata),
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,
yakni setelah penghasilan yang sesugguhnya diketahui. Selselnyata
mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan.Kebaikan stelsel
ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis sedangkan
kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir priode
(setelah penghasilan riir diketahui).
b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh
undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama
dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah
dapat ditetapkan bersama pajak yang terutang untuk tahun pajak
berjalan. Kelebihan stelel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun
berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun.Sedangkan
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kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada
keadaan yang sesungguhnya.
c. Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel
anggapan pada awal tahun, biasanya pajak disesuaikan dengan
keadaan yang sebenarnya.Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih
besar dan pada pajak yang menurut anggapan, maka wajib pajak harus
menambah sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta
kembali.
7. Sistem Pemungutan Pajak
a. Self Assesment
Self Assesment adalah suatu sistem pemungut pajak yang wajib
pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang tentang sesuai dengan
ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan
pmungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat sendiri,
yang wajib pajak diberi kepercayaan untuk.
1) Menghitung sendiri pajak yang terutang.
2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
3) Membayar sendiri jumlah pajak yang harus bayar.
4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
Tata cara ini berhasil dengan baik kalau masyarakat sendiri mempunyai
pengetuhan dan disiplin pajak yang tinggi
Ciri-ciri sistem Self Assesssment adalah :
19
a) Adanya kepastian hukum.
b) Sederhana perhitungannya.
c) Mudah pelaksanaan.
d) Lebih adil dan merata.
e) Perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.
b. Offical Assessment
Offical Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang
aparatur perpajakan menentukan sendiri (di luar wajib pajak)
jumlah pajak yang terhutang. Dalam sistem ini inisiatif dan
kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada
pada aparatur perpajakan. Sistem ini akan berhasil dengan baik
kalau aparatur perpajakan baik kualitas maupun kuantitasnya telah
memenuhi kebutuhan.
c. Witholding System
Witholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang
penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh seorang wajib
pajak dilakukan oleh pihak ketiga.
8. Otonomi Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan
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perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa
pemberian otonom pada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan
pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab, Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah
untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang.
Kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal, agama. Disamping itu, keleluasan otonomi
daerah mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam
penyelenggaraan mulai dari perencanaan,pelaksanaan, pengawasan,
pengendalian, dan evaluasi.
Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan
kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan
diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah, sedangkan
yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa
perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan
kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus
dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan dalam pemberian otonomi,
berupa peningkatan pelayanan dan kesejatraan masyarakat yang semakin
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baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta
pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-
daerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.8
9. Desentralisasi Fiskal
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam
kaitannya dengan desentralisasi fiskal, desentralisasi fiskal berarti
pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah
pusat kepemerintah daerah.
Terdapat tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan
derajat kemandirian pengambil keputusan yang dilakukan oleh
daerah.Pertama, desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang
berada dalam lingkup pemerintah pusat ke intansi vertikal di daerah atau
kepemerintah daerah yang dinamakan dekonsentrasi.Kedua, delegasi
berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak sebagai
perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas
nama pemerintah yang dinamakan delegasi. Ketiga, devolusi (pelimpahan)
berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi
8 Rina Rahmawati Ruswandi. 2009. Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (Skripsi Terdahulu :) h. 24.
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juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan, berada di
daerah.9
Prinsip pemeberin otonomi kepada pemerintah daerah pada
dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam
penyelenggaraan pemerintahan didaerah. Adapun yang menjadi tujuan dari
desentralisasi adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan
subsidi pemerintah pusat.
3. Mendorong Pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi
masing-masing daerah.
10. Fungsi Desentralisasi Fiskal:
a. Mengurangi peran dan tanggung jawab diantara pemerintah pada
semua tingkat.
b. Memperhitungkan bantuan atau transfer antar pemerintah.
c. Memperkuat sisitem pemerintah daerah/lokal atau merumuskan
penyediaan jasa-jasa lokal.
d. Meprivatisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
9 Sinaga, B.M dan H. Siregar, 2005 Dampak Kebijakan desentralisasi Fiskal terhadap
Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia .
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e. Menyediakan suatu jaringan pengaman bagi fungsi redistribusi oleh
karena itu, keberhasilan dari desentralisasi fiskal juga dapat dilihat dari
sejauh mana fungsi-fungsi tersebut diatas telah dilaksanakan.
Defenisi pajak didukung oleh kebijakan fiskal perlu diterapkan
menurut kaum Keynesian, karena:
1. Fluktuasi ekonomi muncul karena adanya perubahan penafsiran atas
permintaan agregat.
2. Tingkat upah dan tingkat harga lambat mengalami perubahan,
3. Dibanding dengan kebijakan moneter, maka kebijakan fiskal lebih
mantap.
4. Inti dari masalah ekonomi adalah adanya kesalahan pasar yang
mengutamakan pada prinsip individu.
Dalam Perpajakan diatur oleh Kebijakan fiskal itu sendiri adalah
kebijakan permintaan dalam anggaran dan belanja Negara dengan maksud
untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, Sebagaimana juga layaknya
suatu rumah tangga individu maka pemerintahan sebagai rumah tangga
nasional juga memerlukan  pendapatan untuk membiyai operasional sehari-
hari misalnya seperti mengaji pegawai negeri, mengatur dan mengurus Negara
dan pemerintah.
Adapun uang yang dijadikan pendapatan oleh pemerintah yang
terutama dalam suatu Negara adalah “PAJAK” yang di “PUNGUT” dari
masyarakatnya, selain itu tentu saja dapat berupa pinjaman luar negeri,
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pendapatan dari perusahaan Negara dan lain sebagainya. Berdasarkan
jenisnya, kebijakan fiskal terdiri atas dua macam yaitu:
a. Kebijakan Fiskal deskresioner yaitu kebijakan yang diambil oleh
pemerintah berdasarkan situasi dan kondisi ekonomi. Pemerintah akan
melakukan kebijakan belanja surplus (kebijakan expansif) bila mengetahui
perkonomian dalam kondisi pengangguran yang tinggi, tingkat suku bunga
dan tingkat inflasi yang tinggi sebaliknya pemerintah akan melakukan
kebijakan belanja deficit (kebijakan kontratif) apabila menganggap bahwa
tingkat pengagguran dalam kondisi yang wajar, suku bunga terlalu rendah,
dan tingkat harga terlalu  lambat berubah.
b. Kebijakan Fiskal dengan Penstabil Otomatis yaitu kebijakan yang
langsung berhubungan dengan pajak, asuransi penganggurandan kebijakan
harga minimum.10
B. Retribusi Daerah
1. Pengerian Retribusi Daerah
Terkait dengan retribusi, undang-undang tersebut hanya mengatur
prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut
daerah.Baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk
menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan
pemerintah.Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci
ketentuan mengenai objek, subjek dan dasar pengenaan diri. 27 (dua puluh
10 Iskandar Putong dan Nuring Dyah Andjaswasti. 2010, Pengantar Ekonomi Makro
Jakarta : Mitra Wacana Media, h.94-95.
25
tuju) jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah serta menetapkan tarif
pajak yang seragam terhadap seluruh jenis pajak provinsi.11
Selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah  untuk kepentingan orang pribadi
atau badan.
2. Objek Retribusi Daerah




3. Retribusi Jasa Umum
Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai
Retribusi Jasa Umum.Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang
diberikan atau disediakan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
Selain perluasan pajak, dalam undang-undang ini juga dilakukan
perluasan terhadap beberapa objek retribusi dan penambahan jenis
retribusi.Retribusi izin gangguan diperluasan hingga mencakup pengawasan
dan pengendalian kegiatan usaha-usaha terus-menerus untuk mencegah
11 Irwansyah Lubis, 2011. Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat Jakarta : PT
Elex Media Komputindo,  h.14,15.
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terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum,
memlihara ketertiban lingkungan dan kesehatan kerja.Terdapat 4 (empat) jenis
retribusi baru bagi daerah, yaitu retribusi pelayanan tera/teraaulang, retribusi
pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dan
retribusi izin usaha perikanan.
4. Jenis Retribusi Jasa Umum
a. Retribusi pelayanan Kesehatan
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta
catatan sipil
d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
e. Retribusi pelayanan parker ditepi jalan umum;
f. Retribusi pelayanan pasar;
g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
i. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
j. Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus;
k. Retribusi pengolahan limbah cair;
l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
m. Retribusi pelayanan pendidikan;dan
n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
5. Retribusi jasa usaha
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Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi
jasa usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh
pemerintah daerah dengan menganut perinsip komersial yang meliputi:
a. Pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah
yang belum dimanfaatkan secara optimal
b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara
memadai oleh pihak swasta.
c. Jenis retribusi jasa usaha adalah:
1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2) Retribusi pasar grosir dan pertokoan
3) Retribusi tempat pelelangan
4) Retribusi terminal
5) Retribusi tempat khusus parker
6) Retribusi tempat penginapan
7) Retribusi rumah potong hewan
8) Retribusi pelayanan kepelabuhanan
9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
10) Retribusi penyeberangan di air.
6. Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai
retribusi Perizinan tertentu. Objek retribusi perizinan tertentu adalah
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pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi
atau badan yang di maksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan, Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:
a. Retribusi izin mendirikan bangunan
b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
c. Retrubusi izin gangguan
d. Retribusi izin trayek
e. Retribusi izin usaha perikanan.
7. Subyek Retribusi Daerah
Subyek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
a. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang
mennggunakan menikamati pelayana jasa umum yang bersangkutan..
b. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
8. Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Prinsip dan Sasaran penetapan Retribusi adalah sebagai berikut:
a. Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut, Yang dimaksud dengan biaya
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disini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan baya
modal.
b. Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila
pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efesien dan
berorientasi pada harga pasar.
c. Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup
sebagian  atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang
bersangkutan. Yang biaya penyelenggaraan pemberian izin disini
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan,
penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatuf dari
pemberian izin tersebut.
9. Tata Cara Pemungutan Retribusi
Retribusi dipungut dengan menggunakann Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD) atau dokumen lain dipersamakn berupa karcis, kupon, dan
kartu langganan. Dalam Hal wajib Retribusi tentu tidak membayar tepat pada
waktunya atu kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak
atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi
Daerah  (STRD). Penagihan Retribusi terutang sebagaimana didahului dengan
surat teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan
Peraturan Kepada Daerah (STRD). Penagihan Retribusi sebagaiman didahului
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dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
10. Pemanfaatan retribusi
Pemanfaat dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi digunakan
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan
pelayanan yang bersangkutan.Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan
penerimaan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.12
C. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaanmilik daerah
yang didirikan dengan pengaturan daerah berdasarkan UUD no.5 tahun 1962,
dengan modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang
dipisahkan adanya kerja sama daerah dalm bidang ekonomi serta saling
keterkaitan satu daerah lainnya membuat berbagai alternatif dalam
permodalan BUMD.
Sumber Modal BUMD diantaranya:
a. Seluhnya berasal dari kekayaan satu daerah yang dipisahkan.
b. Seluruhnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
c. Sebagian terdiri dari kekayaan darah yang dipisahkan.
12 Mardiasmo. 2011 Perpajakan edisi revisi ANDI Yogyakarta, hal. 15-19.
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Perusahan-perusahaan daerah (BUMD) atau yang dikenal sebagai
badan usaha milik daerah (BUMD), jarang sekali menjadi sorotan media
massa. Hal ini kemungkinan disebabkan kurang menarik untuk dijadikan
berita sebagai wacana publik.Sebenarnya banyak asset daerah di Indonesia ini,
kalau diteliti memiliki potensi yang tinggi untuk dikelola dan dikembangkan
dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah yang bersangkutan.
2. Fungsi dan Peranan BUMD
Keberadaan BUMD didasarkan pada beberapa fungsi dan
perananannya yaitu :
a. Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan pemasukan
dan kas daerah.
b. Mengejar dan mencari keuntungan.
c. Pemenuhan hajat hidup orang banyak.
d. Perintis kegiatan-kegiatan usaha.
e. Memberikan bantu dan perlindungan pada usaha kecil
3. Ruang Lingkup BUMD
Survei BUMD mencakup seluruh perusahaan milik daerah yang
terbesar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di indonesia, dimana sebagian
atau lebih sahamnya dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah perusahaan
BUMD yang dicakup dalam kegiatan ini meliputi seluruh keuangan usaha. Di
beberapa provinsi terdapat BUMD yang bergerak pada lapangan usaha
tertentu, seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak pada lapangan usaha
tertentu, seperti perusahaan yang bergerak dilapangan usaha Air Minum
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(Perusahaan Daerah Listrik, Gas dan Air) dan lapangan usaha perbankan BPD
(Bank Pembangunan Daerah).
4. Problem Pengelolaan BUMD
Karyawan yang bekerja pada BUMD umumnya berstatus pegawai
negeri sipil (PNS).Kinerja PNS termasuk karyawan BUMD, seringkali
mendapat kritik dari masyarakat yang dilayani, karena dalam menjalankan
tugas-tugasnya cenderung tidak profesional.Dalam iklim kerja birokratik,
seorang bawahan cenderung menunggu petunjuk, sebelum mengambil
keputusan.Akibatnya kreativitas kurang berkembang.Ide-ide inovatif, tidak
muncul.Sifat entrepreneuership pada manajemen BUMD pada umumnya
kurang berkembang.Ambil contoh masih menurut sumber KR, bank pasar di
Boyolali banyak dijabat oleh para pensiunan. Walaupun itu belum tentu
buruk, tetapi dapat ditebak, sifat profesional dan entrepreneuership
manajemen badan usaha tidak akan berkembang.
Persoalan modal, memang menjadi hambatan bagi BUMD, karena
selama ini, BUMD pada umumnya tidak bisa secara bebas mengambil
kebijakan keuangan, kecuali atas persetujuan pemerintah daerah.Keterikatan
dengan peraturan daerah sangat ketat. Oleh sebab itu, dalam pengembangan
BUMD, agar lembaga bisnis ini mampu berperan secara mandiri dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah, kendala-kendala seperti peraturan,
rendahnya kualitas SDM, cara-cara kerja birokratik yang menghambat inovasi
dan sebagainya, perlu diatasi. Dengan kendala-kendala seperti itu, sangat sulit
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bagi manajemen BUMD untuk melakukan terobosan-terobosan terutama
dalam penyehatan dan pengembangan perusahaan.13
D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah
yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi kinerja perekonomian
suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang




c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang sah.
E. Isu Variabel  Pajak, Variabel Retribusi Daerah dan Variabel BUMD
Terhadap Variabel Pendapatan Asli Daerah
13 Syafaruddin Alwi. 2002 Paradigma Baru Peningkatan Kerja Badan Usaha Milik
Negara (Jurnal Ekonomi No. 7, Volume 1)
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Dalam otonomi daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk
menggali sumber-sumber keuangan dimana masalah keuangan sangat
menentukan kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah dan
pembangunan daerah oleh karena itu masalah kemampuan keuangan daerah
menjadi sangat penting untuk digalih, sumbangan pendapatan asli daerah
(PAD) terhadap pelaksanaan otonomi daerah  akan ideal jika Pajak Daerah
yang menjadi penyumbang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, Kondisi
yang seperti itu akan berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Keberadaan pajak daerah harus ditentukan target yang akan diperoleh setiap
tahunnya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan realisasi penerimaan pajak
daerah itu sendiri kareana kontribusi PAD apabila realisasinya dapat melebihi
target yang telah ditetapkan.
Begitu juga dengan Retribusi juga mempunyai peran yang cukup
signifikan dan tidak bisa dipandang lemah kontribusinya terhadap penerimaan
asli daerah sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat
adanya kontraprestasi yang diberikan oleh Pemda tersebut didasarkan atas
prestasi atu pelayanan yang diberikan Pemda didasarkan atas peraturan yang
berlaku.
Selain itu juga BUMD memiliki peran yang diharapkan dapat menunjang
peningkatan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu BUMD perlu
dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi
yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi
dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.Otonomi daerah
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menjadikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran badan usaha milik
daerah (BUMD) dalam menopang pendapatan asli daerah (PAD).
Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari
BUMD telah berjalan sejak lamah sebelum UU tentang otonomi daerah
disahkan.
Untuk mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD,
perlu adanya upaya optimalisasi baik dari segi manajemen sumber daya
manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki
kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sector perekonomian lainnya.
F. Kerangka Fikir
Pajak, Retribusi Daerah dan BUMD yang menjadi penerimaan bagi
Daerah, mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi daerah serta
masyarakat dari daerah tersebut. Tuntutan akan peningkatan dari penerimaan,
penyesuaian struktur perpajakan, retribusi daerah serta BUMD akan
menyehatkan perekonomian suatu daerah melalui pendekatan fiskal menjadi
alasan dari waktu ke waktu dilakukan perubahan peningkatan suatu
Pendapatan Asli Daerah.
Sebagai penerimaan untuk menambah pemasukan Pendapatan Asli
Daerah dalam rangka pembangunan ekonomi maka pemerintah berusaha
menggali sumber-sumber penerimaan Daerah yang akan bermanfaat untuk
memperbaiki Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kota Makassar, Karna
seperti yang kita ketahui dengan adanya ketiga sumber pendapatan daerah
maka itu akan membantu pertumbuhan dari pendapatan daerah itu sendiri.
36
Berdasarkan gambar 2.1 Pemerintah memiliki kewenangan politik
untuk mengatur pajak, retribusi dan BUMD sebagai Pendapatan asli Daerah,
Pemerintah menerima setoran pajak, retribusi dan BUMD untuk
meningkatkan pembangunan ekonomi disuatu daerah. Karena pemerintah
bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis.

















A. Jenis Dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dari segi pendekatan dibagi menjadi dua macam yaitu
pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam penelitian
ini menggunakan pendekatan deskriptif  kuantitatif. Pendekatan deskriptif
kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada data-data numerikal
(angka) yang diolah dengan metode statistika.Pada dasarnya, pendekatan
kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian
hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas
kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh
signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel
yang diteliti.
2. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis memilih Kota Makassar sebagai objek
penelitian dengan menetapkan data Pajak, Retribusi Daerah, BUMD dan
Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)
Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jl. Haji Bau No. 6
Makassar.Waktu penelitian dilakukan terhitung mulai tanggal 25 September
sampai dengan Oktober 2013.
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B. Instrumen Penelitian
Penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian melalui data
sekunder dengan jenis data turun waktu (time series) selama kurun waktu
2003-2012. Data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:
1. Data penerimaan Pajak Daerah di Kota Makassar periode 2003-2012
menggunakan data tahunan.
2. Data penerimaan Retribusi Daerah di Kota Makassar periode 2003-2012,
menggunakan data tahunan.
3. Data BUMD  di Kota Makassar periode 2003-2012, menggunakan data
tahunan.
C. Metode Pengumpulan Data
Data yang dipakai atau digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder yang berupa data time series periode tahun 2005-2012. Data
sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung
diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya
berwujud data dokumetasi atau data laporan yang telah tersedia.1Data yang
dipergunakan meliputi: data Pajak Daerah, data Retribusi Daerah, data BUMD
dan Pendapatan Asli Daerah. Data-data ini diperoleh dari Badan Pusat
Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan.
D. Teknik pengolahan dan analisis data
Penelitian ini menggunakan meotde statistika untuk keperluan
estimasi.Dalam metode ini statistika alat analisis yang biasa dipakai dalam
khasanah penelitian adalah analisis regresi. Analisis regresi pada dasarnya
1Nursalam, Statistik untuk Penelitian.Teknik Sampling Cetakan Satu. (Makassar
Alauddin University Press, 2012)
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adalah studi atas ketergantungan suatu variabel yaitu variabel yang tergantung
pada variable yang lain yang di sebut dengan variabel bebas dengan tujuan
untuk mengestimasi dengan meramalkan nilai populasi berdasarkan nilai
tertentu dari variabel yang diketahui.2
Model analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model
analisis inferensial, yaitu analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah
yang dinyatakan dalam bentuk fungsi sebagai berikut:
Y = f (X1, X2, X3) …………………………………….……...(1)
Secara eksplisit dapat dinyatakan dalam fungsi Cobb-Douglas berikut:
Y = β0 X1 β1 X2 β2 X3β3 e………………….………………..(2)
Untuk mengestimasi koefisien regresi, Feldstein (1988) mengadakan
transformasi ke bentuk linear dengan menggunakan logaritma natural (ln)
guna menghitung nilai elastisitas dari masing-masing variabel bebas terhadap
variable terikat ke dalam model sehingga diperoleh persamaan sebagai
berikut:
Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 μ
Dimana:
Y = Pendapatan Asli Daerah
X1 = Pajak Daerah
X2 = Retribusi Daerah
X3 = BUMD
2Gujarati, Damodar. 1995. Basic Econometrics.Third Edition. McGraw HillInternational




µ = Error term
1. Uji asumsi klasik
Dalam penggunaan regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang dapat
menghasilkan estimator linear yang terbaik dari model regresi yang diperoleh
dari metode kuadrat terkecil biasanya dengan terpenuhinya asumsi tersebut,
maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan
kenyataan. Adapun asumsi-asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik,
yaitu sebagai berikut:
a. Uji normalitas data
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.Sepertidiketahui
bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi
normal.Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi titik valid untuk
jumlah sampel kecil. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan
melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat
histogram residualnya.
Dasar pengambilan keputusannya adalah:
1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi
normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
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2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis
diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi
normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
b. Uji multikolinieritas data
Uji multikolinieritas perlu dilakukan untuk menguji apakah pada
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, jika terjadi
korelasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas (MULTIKO).
Untuk mengetahui multikolinieritas antar variabel bebas tersebut, dapat dilihat
melalui VIF (variance inflation factor)  dari masing-masing variabel bebas
terhadap variabel terikat. Apabila nilai VIF tidak lebih dari 5 berarti
mengindikasi bahwa dalam model tidak terdapat multikolinieritas.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan
yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain
tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas
atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Dasar analisis terjadi heteroskedastisitas adalah:
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola
tertentu yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi
Heteroskedastisitas.
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2) Jika tidak ada pola yang jelas, secara titik-titik menyebar diatas dan
dibawah angka o pada sumbu Y, maka tidak terjadi
heteroskedastisitas.
2. Uji analisis regresi berganda
Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh antara
variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara simultan maupun parsial,
serta menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.
a. Analisis Koefisien Determinasi (R2)
R2 menjelaskan seberapa besar peranan variable independen terhadap
variable dependen, semakin besar R2semakin besar peranan variable dalam
menjelaskan variable dependen.Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1.
b. Uji F Statistik
Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independent
secara signifikan terhadap variabel dependen. Dimana jika Fhitung< Ftabel, maka
Ho diterima atau variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki
pengaruh terhadap variabel dependen (tidak signifikan) dengan kata lain
perubahan yang terjadi pada variabel terikat tidak dapat dijelaskan oleh
perubahan variabel independen,dimana tingkat signifikansi yang digunakan
yaitu 5 %. Untuk mengetahui apakah semua variabel penjelas yang di gunakan
dalam model regresi secara serentak atau bersama-sama berpengaruh terhadap
variable yang dijelaskan, digunakan uji statistik F, hipotesis yang digunakan
adalah :H : α ,α , = 0 semua variabel independen tidak mempengaruhi variabel
dependen secara bersama-sama.
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H : α , α , ≠ 0 semua variabel independen mempengaruhi variable
dependen secara bersama-sama.
Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang
digunakan sebagai berikut :
1. H diterima dan H ditolak apabila F hitung < F tabel, atau jika probabilitas
F hitung > tingkat signifikansi 0,05 maka H ditolak, artinya variabel
penjelas secara serentak atau bersama-sama tidak mempengaruhi
variabel yang dijelaskan secara signifikan.
2. H ditolak dan H diterima apabila Fhitung> F tabel, atau jika probabilitas
Fhitung< tingkat signifikansi 0,05 maka H ditolak, artinya variabel
penjelas secara serentak atau bersama-sama mempengaruhi variabel
yang dijelaskan secara signifikan.
c. Uji t Statistik
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel
bebas secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap
variabel terikat. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing
variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel
dependent secara nyata. Dimana jika thitung> ttabel H1 diterima (signifikan) dan
jika thitung< ttabel H0 diterima (tidak signifikan).Uji t digunakan untuk membuat




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
a. Letak Geografis Kota Makassar
Kota Makassar secara administratif sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi
Selatan dan sebagai pusat perkembangan dan pelayanan pembangunan. Secara
geografis Kota Makassar selain sebagai pusat pengembangan dan pelayanan
pembangunan di kawasan Timur Indonesia yang letaknya di pesisir pantai Barat
Sulawesi Selatan pada koordinat 119 24,17,29” – 119 32” 31”, 03” Bujur Timur
dan antara 5º 30, 81 - 5º 14’ 6, 49” Lintang selatan dengan ketinggian yang
bervariasi antara 0 – 25 m dari permukaan laut, dengan suhu antara 22º C sampai
dengan 32º C dan curah hujan antara 2000 – 3000 mm dengan rata-rata hujan 108
hari pertahun.
Adapun batas-batas administrasi Kota Makassar sebagai berikut:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
4. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar
Posisi Kota Makassar secara ekonomi merupakan pusat pertumbuhan
ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, dan telah berkembang dengan cukup




Secara keseluruhan Kota Makassar memiliki luas 175,77 Km² yang terdiri
dari 14 Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.
Luas Kota Makassar di Rinci menurut Luas Kecamatan
No Kecamatan Luas (Km2) Persentase (%)
1 Mariso 1,82 1,04
2 Mamajang 2,25 1,28
3 Tamalate 18,18 11,5
4 Rappocini 9,23 5,25
5 Makassar 2,52 1,43
6 Ujung Pandang 2,63 1,5
7 Wajo 1,99 1,13
8 Bontoala 2,1 1,19
9 Ujung Tanah 5,94 3,38
10 Tallo 8,75 3,32
11 Panakukang 13,03 9,7
12 Manggala 24,14 13,73
13 Biringkanaya 48,22 27,43
14 Tamalanrea 31,84 18,11
Jumlah 175,77 100
Sumber: BPS Kota Makassar 2013
Pada Tabel diatas dapat terlihat bahwa luas Kota Makassar menurut
Kecamatan sangat beragam. Kecamatan yang paling luas yaitu Kecamatan
Biringkanaya yang luasnya mencakup 48,22 Km2, kemudian menyusul
Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala, Kecamatan tamalate, Kecamatan
Panakukang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ung Tanah,
Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, kecamatan Mamajang,
Kecamatan Bontoala, Kematan Wajo dan yang terakhir adalah Kecamatan Mariso
yang mempunyai luas wilayah yang paling kecil.
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c. Keadaan Penduduk
Penduduk suatu wilayah merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki
oleh wilayah yang harus diberdayakan demi peningkatan pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Komposisi penduduk Kota Makassar tahun
2012 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2.
Table 4.2




laki (%) Wanita (%)
Jumlah
(Jiwa) ( % )
1 0 – 4 67.309 11,02 56.306 8,5 123.615 9,72
2 5 – 9 63.494 10,4 66.162 9,99 129.656 10,19
3 10 – 14 61.488 10,08 56.04 8,46 528.117 9,23
4 15 – 19 60.285 9,88 72.389 10,93 132.674 10,43
5 20 – 24 66.806 10,95 87.28 13,18 154.086 12,11
6 25 – 29 27.256 9,22 71.356 10,78 127.628 10,03
7 30 – 34 55.521 9,09 56.561 8,54 112.082 8,8
8 35 – 39 45.491 7,45 52.304 7,89 97.795 7,69
9 40 – 44 37.014 6,07 29.526 4,46 6.654 5,23
10 45 – 49 25.729 4,22 29.164 4,4 54.893 4,31
11 50 – 54 18.456 3,02 24.183 3,65 42.639 3,35
12 55 – 59 15.296 2,51 19.563 2,95 34.859 2,73
13 60 – 64 18.558 3,04 17.179 2,59 35.737 2,81
14 65 + 18.551 3,04 24.066 3,63 42.617 2,34
Total 610.27 100 662.079 100 1.272.349 100
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2013
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Pada Tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa komposisi penduduk Kota
Makassar menurut umur kelompok terbesar adalah kelompok umur 20-24 tahun
yang merupakan usia produktif yang sangat mendukung pengembangan ekonomi
wilayah. Jumlah penduduk wanita Kota Makassar yang mencapai jumlah 662.079
jiwa dimana komposisi penduduk wanita ini sebagian besar berusia produktif.
dimana kelomopok yang paling besar adalah kelompok umur 20-24 tahun sebesar
87.280 jiwa atau sekitar 13,18 persen dari jumlah penduduk wanita, yang diikuti
dengan kelompok umur 15-19 tahun dengan jumlah 72.389 jiwa atau 10,93
persen, selanjutnya kelompak umur 25-29 dengan jumlah 71.356 jiwa atau 10,78
persen, sedangkan kelompok penduduk wanita yang paling rendah adalah
berumur 60-64 sebesar 17.179 jiwa atau hanya meningkat 2,59 persen dari jumlah
penduduk wanita di Kota Makassar tahun 2011.
Pada Tabel 4.3 diatas dapat kita lihat jumlah laki-laki sebesar 610.270
jiwa dimana jika dilihat gambaran komposisi penduduk laki-laki sebagian besar
berada pada usia yang tidak produktif dimana jumlah laki-laki yang paling besar
adalah berumur 0-4 tahun yang berjumlah 67.309 jiwa atau 11,02 persen, yang
diikuti oleh kelompok umur 20-24 tahun yang berjumlah 66.806 jiwa atau 10,95
persen, kelompok umur 5-9 tahun yang berjumlah 63.494 jiwa atau 10,40 persen,
kelompok umur 10-14 tahun sebesar 16.488 atau 10,08 persen, umur 25-29 tahun
27.256 jiwa atau 9,22 persen, dan kelompok umur yang paling rendah adalah
berumur 55-64 sebesar 15.296 jiwa atau hanya 2,51 persen dari jumlah laki-laki.
Ini menunjukan bahwa jumlah penduduk yang masuk usia produktif lebih banyak
wanita dari pada laki-laki.
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Jumlah penduduk Kota Makassar tentu saja akan terus tumbuh seiring
dengan perkembangan Kota Makassar itu sendiri, sebagai pusat
perdaganganpendidikan dan kebudayaan di Kawasan Timur Indonesia, dan
pesatnya pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh kelahiran dan
urbanisasi yang cukup besar. Implikasi pertumbuhan penduduk yang cukup cepat
tersebut tentu saja menimbulkan masalah-masalah sosial ekonomi di perkotaan
dan memberikan pekerjaan yang besar bagi Pemerintah daerah Kota Makassar
untuk pengelolaannya, seperti masalah pengelolaan prasarana dan sarana ekonomi
perdagangan masyarakat Kota dan pengangguran
d. Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar
Salah satu cara untuk melihat tingkatan pertumbuhan ekonomi yang
dicapai suatu daerah dapat tergambarkan dari nilai pertumbunhan Produk
Domestic Regional Bruto (PDRB) yang sekaligus juga mencerminkan potensi
ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto
merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang di produksi oleh suatu daerah
dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun tanpa membedakan kepemilikan
faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu.
Dalam penyajiannya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selalu
dibedakan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Adapun defenisi
dari pembagian Produk Domestik Regional Bruto tersebut adalah sebagai berikut:
1. Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku adalah jumlah nilai
barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan, atau pengeluaran yang dinilai
sesuai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan,
termasuk memperhatikan keadaan inflasi yang sedang terjadi saat ini.
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2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan adalah nilai
barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai
berdasarkan harga pada tahun dasar.
Dalam penilitian ini kategori Produk Domestik Regional Bruto yang
dipergunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan periode tahun 2000-2009
yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.3
Produk Domestic Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000













Sumber: BPS Makassar, PDRB Makassar
Pada Tabel 4.3 dapat dilihat keadaan perkembangan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) atasa dasar harga konsan tahun 2000 di Kota Makassar
selama periode tahun 2000-2009 mengalami kenaikan terus dari tahun ketahun.
kita dapat melihat pada tahun pada tahun 2000 PDRB Kota Makassar mencapai
angka Rp7.114.355,27 (dalam milliar), tahun 2001 PDRB mencapai
Rp8.178.880,13 atau mengalami kenaikan 7,14 persen, pada tahun 2002 PDRB
Kota Makassar sebesar Rp.13.561.827,18 atau mengalami kenaikan sekitar 7,14
persen, tahun 2003 mencapai Rp. 8.882.254,69 atau mengalami kenaikan sekitar
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8,60 persen, pada tahun 2004 PDRB Kota Makassar sebesar 9.785.333,89 atau
mengalami kenaikan sebesar 100,17 persen. Dan ditahun-tahun berikutnya PDRB
Kota Makassar mengalami kenaikan sekit 8 persen pertahunnya.
Pada tahun 2008 kenaikan PDRB atas harga konstan Kota Makassar
mengalami kenaikan yang paling besar selama tahun 2000-2009 dimana PDRB
Kota Makassar sebesar 13.561.827,18 atau menagalami kenaikan sebesar 10,52
persen dari tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya PDRB Kota Makassar
inimenunjukan bahwa akivitas perekonomian Kota Makassar mengalami
perkembangan terus.
e. Struktur Organisasi Dispenda
Gambar 2
Struktur Oranisasi
Dinas pendapatan Daerah Kota Makassar
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Penjabaran Tugas Dan Fungsi
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pendapatan Daerah.
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala Dinas yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.
3. Bidang Aset dan Investasi
Bidang Aset dan Investasi mempunyai tugas menyiapkan, mengawasi,
mengendalikan, melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi
pengelolaan aset dan investasi daerah.
Bidang Aset dan Investasi mempunyai fungsi:
a. Pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan
rencana dan program kerja bidang aset daerah dan investasi;
b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan pengelolaan aset daerah dan investasi;
c. Penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja Bidang
Aset dan Investasi berdasarkan program dan sasaran yang telah
ditetapkan sebagai pedoman kerja.
4. Bidang Pendapatan
Bidang Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan, menyusun,
mengawasi, mengendalikan melaksanakan kebijakan teknis dan
administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta fasilitasi
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supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa,
melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah serta menyusun
Program dan strategi peningkatan Penerimaan Daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17,
Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perpajakan daerah, retribusi
daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
b. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah sesuai dengan sistem dan
prosedur administrasi pendapatan asli daerah lyang dimulai dari
pendataan/pendaftaran, penetapan, pembukuan, penagihan,
pemeriksaan dan pertimbangan keberatan;
c. Pengkoordinasian dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah,
retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.
5. Bidang Anggaran Daerah
Bidang Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,
merumuskan, mengendalikan dan menyusun pedoman pelaksanaan APBD
dan APBD Perubahan serta pengelolaan perbendaharaan gaji.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Bidang
Anggaran Daerah mempunyai tugas dan fungsi:
a. Penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang anggaran daerah
dan pengelolaan perbendaharaan gaji;
b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pedoman pelaksanaan
APBD;
53
c. Pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka kesepakatan
kebijakan umum APBD dan kebijakan umum APBD Perubahan.
6. Bidang Akuntansi
Bidang akuntansi mempunyai tugas menyiapkan, menyusun dan
melaksanakan kebijakan teknis akuntansi pengelolaan keuangan daerah
kabupaten serta evaluasi, pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kabupaten dan pendanaan urusan pemerintahan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 25,
Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:
a. Penetapan kebijakan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan
keuangan daerah kabupaten;
b. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawabaan pelaksanaan
APBD kabupaten;
c. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi
tanggungjawab bersama (urusan concurrent).
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah
a. UPTD melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai wilayah
kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan;
b. UPTD mempunyai fungsi pelaksana dan evaluasi teknis operasional;
c. UPTD dipimpin oleh seorang Kepalaa UPTD yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan
tugasnya melakukan koordinasi dengan Camat.
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B. Deskripsi Hasil Penelitian
1. Penerimaan Pajak Kota Makassar
Pajak merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk
memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung
jawab.Melihat pentingnya pajak daerah dalam sumber pendapatan daerah maka
perlu dilakukan peningkatan penerimaan pajak daerah setiap tahun dengan
mengkaji potensi-potensi pajak yang dapat meningkatkan realisasi penerimaan
pajak daerah tersebut.
Untuk melihat sejauh mana penerimaan pajak daerah Kota Makassar,
berikut ini penulis menyajikan data tentang target dan realisasi penerimaan pajak
Kota Makassar sejak tahun 2003 sampai tahun 2012.
Tabel 4.4
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Makassar





2004 45.551.500.000 46.153.417.000 9.24
2005 50.331.110.000 62.015.943.500 25.58
2006 75.964.180.000 77.878.470.000 20.37
2007 88.509.000.000 88.098.579.500 11.60
2008 97.760.250.000 98.318.689.000 10.39
2009 100.532.400.000 115.223.339.000 14.67
2010 135.321.310. 000 133.551.818.000 13.72
2011 221.251.000. 000 270.547.821.000 50.64
2012 325.664.700. 000 337.167.338.000 19.76
Total 1.182.439.050. 000 1.353.397.830.00 3.926
Sumber: BPS  Provinsi Sulawesi Selatan 2013
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Pada tahun 2003 jumlah pajak yang masuk sebanyak Rp. 41.889.550.000
kemudian tahun 2012 Penerimaan pajak meningkat dengan pesat yaitu
mencapai Rp. 337.167.338.000, pada tabel diatas juga dapat digambarkan bahwa
tahun 2003-2012 terlihat realisasi pajak sebagian besar melebihi target
penerimaan pajak yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota
Makassar berhasil dalam memungut pajak daerah terhadap masyarakat dan
potensi penerimaan sumber-sumber pajak dapat dimaksimalkan.
Penerimaan pajak di Kota Makassar terlihat mengalami perkembangan
yang sangat pesat hal ini disebabkan oleh meningkatnya wajib pajak yang ada di
Makassar. Pembangunan perekonomian yang pesat di Kota Makassar yang
disertai dengan meningkatnya minat para pengusaha (investor) untuk berinvestasi
dengan membuka usaha baru mulai dari pembangunan restaurant dan  Hotel
menyebabkan meningkatnya penerimaan pajak di Kota Makassar, selain itu
sumber pajak potensial di Kota Makassar adalah pajak kendaraan bermotor.
2. Penerimaan Retribusi Daerah Kota Makassar
Retribusi daerah adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah
dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung
diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Sehingga retribusi
merupakan potensi ekonomi yang cukup memberikan peran terhadap penerimaan
daerah. Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka penggalian dan pemanfaatan potensi dari
retribusi daerah ini, perlu senantiasa terus dimaksimalkan keberadaannya, melalui
berbagai upaya dan aktifitas serta kebijakan yang dapat menggerakkan dan
memanfaatkan obyek dan subyek retribusi yang ada. Untuk mengetahui sejauh
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mana pemerintah Kota Makassar dalam mengelola retribusi daerah dan
perkembangannya dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan jalannya
roda pemerintahan di Kota Makassar,
Untuk melihat sejauh mana penerimaan retribusi Kota Makassar, berikut
ini penulis menyajikan data tentang target dan realisasi penerimaan retribusi Kota
Makassar sejak tahun 2003 sampai tahun 2012 pada tabel 4.5 berikut.
Tabel 4.5





2003 23.536.180.000 22.423.180.000 -
2004 24.669.919.000 23.635.720.000 17.55
2005 31.496.670.000 29.688.000.000 30.69
2006 37.066.089.000 35.550.430.000 24.63
2007 38.016.158.500 40.876.890.000 56.59
2008 40.966.228.000 39.700.450.000 51.24
2009 37.131.426.000 38.665.400.000 23.09
2010 59.729.105.000 50.970.800.000 2.61
2011 62.043.148.000 65.331.000.000 24.02
2012 84.141.194.000 90.200.230.000 28.26
Total 431,969,366.500 408.042.220.000 100
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2013
Berdasarkan  tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2003
pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 23.536.180.000  meningkat sangat drastis
pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 84.141.194.000 kemudian jika dilihat dari
pertumbuhan penerimaan retribusi di Kota Makassar terlihat mengalami
pertumbuhan yang berfluktuasi hal ini menggambarkan bahwa kinerja pemerintah
Kota Makassar dalam memaksimalkan penerimaan retribusi belummaksimal hal
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ini menyebabkan target yang sudah ditetapkan setiap tahun tidakselalu tercapai.
Tidak maksimalnya penerimaan retribusi akan berdampak pada penerimaan PAD
Kota Makassar karena Retribusi merupakan salah satu sumber peneriman terbesar
setelah pajak sehingga diharapakan penerimaan retribusi dapat dimaksimalkan.
3. Penerimaan BUMD Kota Makassar
Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu penunjang penerimaan
Pendapatan Daerah, guna menunjang upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat dan pelayanan masyarakat dapat
berjalan secara efektif dan efisien. Penerimaan dari BUMD yang ada di Kota
Makassar dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:
Tabel 4.6
Perkembangan penerimaan BUMD Kota Makassar
Tahun Target Realisasi BUMD Jumlah Persentase BUMD
(%)
2003 900.897.000 1,081,060.000 -
2004 1.230.600.000 1,311,098.000 17.55
2005 1.445.456.000 1,601,408.000 18.13
2006 1.860.678.000 1,891,718.000 15.35
2007 2.180.000.000 2,124,611.500 10.96
2008 3.280.600.000 4,357,505.000 51.24
2009 4.368.140.000 5,665,752.000 23.09
2010 5.600.000.000 5,817,814.000 2.61
2011 6.253.200.000 6,355,200.000 8.46
2012 6.864.800.000 6,553,899.000 3.03
Total 32.051.050.000 36,760,065.500
Sumber: BPS Provinsi Sulawsi Selatan 2014
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Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat periode tahun 2003-2012 terlihat
pendapatan BUMD mengalami peningkatan tahun 2003 adalah Rp. 1.081.060.000
meningkat sangat drastis tahun 2012 dimana penerimaan dari BUMD sudah
mencapai Rp. 6.553.899.000. Perkembangan Penerimaan laba BUMD di Kota
Makassar tahun 2003-2012 terlihat mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif.
Meningkatnya penerimaan dari BUMD Kota Makassar disebabkan adanya upaya
efektif dan efisien yang dilakukan oleh perusahan-perusahan yang ada di Kota
Makassar.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.
Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah merupakan
yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, atas dasar tersebut maka
kemandirian daerah dalam rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap
pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari Pendapatan
Asli Daerahnya (PAD), sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada
daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam
meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintah di daerah
maka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah mutlak
diperlukan untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang nyata dan
bertanggung jawab. (Undang-Undang No 32 Tahun 2004).
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Tabel 4.7




2003 78.684.690.000 75.387.029.000 -
2004 78.538.661.000 78.662.847.000 -0.19
2005 99.714.719.000 85.984.180.000 21.24
2006 120.890.777..000 115.891.780.000 17.52
2007 130.376.100.000 135.650.100.000 7.28
2008 158.131.364.000 150.131.360.000 17.55
2009 163.291.027.000 160.432.757.000 3.16
2010 210.136.331.000 205.339.446.000 22.29
2011 351.692.553.000 319.732.340.000 40.25
2012 441.234.950.000 441.235.950.000 20.29
Total 1.899.955.880.000 1.938.343.910.000 100
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2014
.
Dari tabel diatas terlihat bahwa periode tahun 2003-2012 mengalami
peningkatan tahun 2003 Penerimaan PAD Kota Makassar adalah sebesar Rp.
78.684.000.000 meningkat menjadi Rp. 441.234.950.000 pada tahun 2012,
Peningkatan penerimaan ini sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di mana
daerah sudah mulai berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.
Indikator Kenaikan PAD Kota Makassar terdiri dari Pajak daerah , retribusi dan
BUMD Kota Makassar. PAD Kota Makassar mengalami peningkatan setiap
tahunnya karena Pemerintah Kota Makassar  mampu memaksimalkan potensi
pendapatan dengan meningkatkan penerimaan Pajak daerah sebagai sumber
utama PAD Kota Makassar, selain itu peningkatan penerimaan retribusi daerah
dan meningkatnya pendapatan dari BUMD Kota Makassar menjadikan PAD
Kota Makassar tumbuh setiap tahunnya.
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C. Hasil Analisis Data
1. Analisis Uji Asumsi Klasik
Analisi uji prasayarat dalam penelitian ini menggunakan uji asum si klasik
sebagai salah satu syarat dalam menggunakan analisis korelasi dan regresi
berganda yang terdiri atas :
a. Uji Normalitas Data
Pada grafik Normal P-Plot of Regretion Stand dibawah, terlihat titik-titik
(data) di sekitar garis lurus dan cenderung membentuk garis lurus (linier),
sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan linieritas telah terpenuhi. Dengan
demikian karena persyaratan linieritas telah dapat dipenuhi sehingga model
regresi layak dipakai untuk memprediksi Kinerja berdasarkan variabel bebasnya.
Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 2
Normal P-P of Regression Standardized Residual
Sebagaimana terikat dalam grafik normal P-P plot of regression
standrdiset residual, terlihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal
(membentuk garis lurus), maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal
dan model regresi layak dipakai untuk memprediksi bahwa pendapatan asli
daerah (PAD) di Kota Makassar berdasarkan variabel bebasnya.
b. Uji Linieritas Data
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Pada grafik Normal P-Plot of Regresion Stand diatas, terlihat titik-titik
(data) di sekitar garis lurus dan cenderung membentuk garis lurus (linier)
sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan linieritas telah terpenuhi. Dengan
demikian karena persyaratan linieritas telah dapat dipenuhi sehingga model
regresi layak dipakai untuk memprediksi Kinerja berdasarkan variabel bebasnya.
c. Uji Multikolinieritas Data
Uji multikolinieritas data perlu dilakukan untuk menguji apakah pada
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, jika terjadi
korelasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas (MULTIKO).
Untuk mengetahui multikolinieritas antar variabel bebas tersebut, dapat dilihat
melalui VIF (variance inflation factor) dari masing-masing variabel bebas
terhadap variabel terikat. Apabila nilai VIF tidak lebih dari 5 berarti mengindikasi
bahwa dalam model tidak terdapat multikolinieritas.
Besaran VIF (variance inflation factor) dan Tolerance, pedoman suatu
model regresi yang bebas multikolinieritas adalah :
a) Mempunyai nilai VIF disekitar angka.
b) Mempunyai angka TORELANCE disekitar angka 1.
d. Uji Heteroskedastisitas Data
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah
model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan
ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke
pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika varians
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berbeda, disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi
Heteroskedastisitas. Hasil pengujian ditunjukkan dalam gambar  berikut:
Gambar 3
Regression Standardized Precdicted Value (scatterplot)
Dari grafik Scatterplot tersebut, terlihat titik –titik menyebar secara acak
dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas
maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi
heretoskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi  layak dipakai
untuk memprediksi PAD (Pendapatan Asli Daerah) berdasar masukan variabel
independent-nya.
2. Analisis Linier Berganda
Untuk dapat membuktikan hipotesis yang diajukan sebelumnya, bahwa
pajak daerah, retribusi daerah dan BUMD menpengerahui pendapatan asli daerah
(PAD) di Kota Makassar, maka dilakukan analisis regresi linier berganda untuk
mengetahui tingkat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabrl terikat, baik
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secara simultan maupun parsial. Data yang digunakan diperoleh dan diolah
dengan menggunakan Microsoft Office Exel 2007 dan hasil olahan tersebut
tersebut selanjutkan diestimasikan kedalam program Statistik dengan
menggunakan perangkat lunak (Software) yaitu SPSS 22.
Tabel  4.8








B Std. Error Beta Tolerance VIF
1
(Constant) 7375063.46 5352634.65 1.378 .217
pajak 1.021 .048 .831 21.142 .000 .115 8.713
retribusi .949 .264 .154 3.599 .011 .097 10.316
BUMD 1.405 1.349 .026 1.041 .338 .276 3.622
a. Dependent Variable: Y
Sumber : Output Analisis Regresi Berganda
Berdasarkan pada hasil koefisien regresi (B) di atas, maka diperoleh
persamaan regresi sebagai berikut :
Y = 7375063 + 1,021 X1 +0,949 X2 +1,405 X3
a) Koefisien Regresi
Berdasarkan hasil olah data diatas maka dapat diketahui bahwa :
1. Nilai Konstanta sebesar 73.750.633, dapat dinyatakan bahwa apabila tidak
ada pajak daerah, retribusi daerah dan BUMD maka nilai dari pendapatan
asli daerah (PAD) adalah sebesar Rp. 73.750.633.
2. Nilai Koefisien regresi pajak sebesar 1,021, dapat dinyatakan apabila
pajak daerah meningkat sebesar Rp.1 maka akan meningkatkan PAD
sebesar Rp.1,021. Dan sebaliknya jika pajak kota Makassar turun sebesar
Rp. 1 maka PAD akan turun sebesar Rp.1,021
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3. Nilai Koefisien regresi sebesar  0,949, dapat dinyatakan bahwa Apabila
retribusi daerah meningkat sebesar Rp.1 maka akan meningkatkan PAD
sebesar Rp. 0,949. Dan sebaliknya apabila retribusi turun sebesar Rp. 1
maka PAD akan turun sebesar Rp. 0,949
4. Nilai Koefisien Regresi BUMD 1,405, dapat dinyatakan bahwa  apabila
BUMD meningkat sebesar Rp. 1 maka akan  meningkatkan PAD sebesar
Rp. 1,405. Dan sebaliknya jika BUMD turun sebesar Rp.1 maka PAD
akan turun sebesar Rp. 1.405
b) Koefisien Determinasi
Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur proporsi atau persentase dari
variasi total variabel  dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi. Dari
hasil pengolahan data pada tabel diatas diperoleh :
Tabel  4.9
Hasilolah data nilai Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
Durbin-Watson
1 .999a .999 .998 4844084.54392 2.763
a. Predictors: (Constant), BUMD, pajak, retribusi
b. Dependent Variable: Y
Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui nilai R-square sebesar 0.999
yang artinya bahwa besarnya proporsi kontribusi keeratan hubungan antara
variabel bebas yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan BUMD terhadap PAD
adalah 99,90 yang artinya bahwa 99,90 persen variasi perubahan variabel
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dapat dijelaskan variabel Pajak
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Daerah, Retribusi Daerah dan BUMD. Sedangkan selebihnya sebesar 0.10 persen
dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.
3. Analisis Uji Hipotesis
a. Analisis Uji Simultan (f)
Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel
independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian statistik F ini dilakukan
dengan cara membandingkan F-hitung dengan F-tabel.
Tabel 4.10
Nilai signifikansi uji -f
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1
Regression 132101348511623408 3 44033782837207800.0 1876.560 .000b
Residual 140790930412046.160 6 23465155068674.360
Total 132242139442035456. 9
a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), BUMD, pajak, retribusi
Untuk  mengetahui pengaruh Pajak daerah, Retribusi daerah dan BUMD
secara bersama sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah Kota
Makassar dilakukan uji-F, pada tabel ANAVAR. Hipotesis yang digunakan
adalah:
Ho : β1 = β2= β3 = 0
H1 ; sekurang-kurangnya satu nilai β tidak sama dengan nol
Kriteria pengujian adalah H0 ditolak atau H1 diterima, jika nilai F pada
tabel ANAVAR lebih besar dari Fhitung, pada taraf signifikansi α = 0,05.
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Sebaliknya, jika nilai Fhitung ≤ dari nilai Ftabel, maka Ho diterima. Jika pengujian
menyimpulkan bahwa H1 yang diterima.
Hasil uji F yang dimaksud dapat dilihat pada tabel 4. 10 tentang analisis
varians dengan memperhatikan hipotesis sebagai berikut:
Dari tabel  diatas menunjukkan bahwa nilai Fhitung > Ftabel sebesar 1876.560
> 5,143 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari pada taraf signifikansi yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa pengujian hipotesis diatas menolak Ho atau menerima H1 hal ini
menunjukkan bahwa variabel Pajak daearah, Retribusi daerah dan BUMD secara
bersama sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PDA) Kota
Makassar Propinsi Sulawesi Selatan.
b. Analisis Uji Parsial (t)
Untuk  mengetahui pengaruh Pajak daearah, Retribusi daerah dan BUMD
secara parsial terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar mempunyai
pengaruh signifikan/bermakna dilakukan uji-t.
Ho : βi (i=1,2,3,4)= 0  tidak terdapat pengaruh signifikan variabel
8`Pajak daearah, Retribusi daerah dan BUMD
terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota
Makassar
Ho : βi (i=1,2,3,4)≠ 0  terdapat tidak terdapat pengaruh signifikan
variabel Pajak daearah, Retribusi daerah dan
BUMD terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
Kota Makassar
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Proses pengujian dilakukan dengan melihat pada kolom signifikansi dan
nilai t di tabel  dengan mengunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5 % atau 0,05
Adapun dasar pengambilan keputusannya yaitu :
Jika signifikansi < 0,05, maka H ditolak (rejected)
Jika signifikansi > 0,05, maka H diterima ( notrejected)
Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa :
1) Pajak daerah Kota Makassar
Berdasarkan tabel dibawah dimana  nilai koefisien regresi Pajak Daerah
Kota Makassar sebesar 1,211 dan nilai signifikan sebesar 0,000 dinyatakan lebih
kecil dari taraf kepercayaan 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan variabel
Pajak daerah Kota Makassar mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap  Pendapatan Asli Daerah  (PAD) Kota Makassar. Hipotesis dalam
penelitian ini diterima.
2) Retribusi Daerah Kota Makassar
Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai Koefisien regresi retribusi
Daerah Kota Makassar sebesar 0.949 dan nilai signifikan sebesar 0,011
dinyatakan lebih kecil dari taraf kepercayaan 0,05 sehingga dapat diambil
kesimpulan variabel Retribusi Daerah Kota Makassar mempunyai pengaruh yang
Positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah  (PAD) Kota Makassar.
Hipotesis dalam penelitian ini diterima.
3) BUMD Kota Makassar
Berdasarkan hasil olah data diperoleh  nilai koefisien regresi BUMD Kota
Makassar sebesar 1.045 dan  nilai signifikan BUMD  sebesar 0,338 dinyatakan
lebih besar dari taraf kepercayaan 0,05 sehingga  BUMD Kota Makassar
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mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap  Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Makassar . Hipotesis dalam penelitian ini ditolak
5. Pembahasan Penelitian
a. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Makassar
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai koefisien regresi sebesar
1,021 dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 H1 diterima (signifikan),
menyatakan bahwa setiap peningkatan Rp.1 persen pajak daerah Kota Makassar
maka pendapatan asli daerah Kota Makassar akan meningkat sebesar  Rp. 1,021
dan sebaliknya setiap penurunan Rp.1 pajak daerah Kota Makassar maka
pendapatan asli daerah Kota Makassar akan turun sebesar  Rp. 1,021. Arah
hubungan antara pajak daerah Kota Makassar dengan pendapatan asli daerah
Kota Makassar adalah searah (+)., dimana kenaikan atau penurunan pajak daerah
Kota Makassar akan mengakibatkan kenaikan dan penurunan pendapatan asli
daerah Kota Makassar.
Hasil studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amri.
Siregar (2009), Mulyadi Soamole (2013), Diah Sulistyowati (2011), dimana hasil
penelitiannya menunjukkan pendapatan Pajak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
b. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Makassar
Berdasarkan tabel diatas dimana nilai koefisien regresi sebesar 6,391
dengan tingkat signifikan 0,011 < 0,05 H1 diterima (signifikan), menyatakan
bahwa setiap peningkatan Rp. 1 Retribusi daerah Kota Makassar maka
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pendapatan asli daerah Kota Makassar akan meningkat sebesar Rp. 0,949 dan
sebaliknya setiap penurunan Rp. 1 retribusi daerah Kota Makassar maka
pendapatan asli daerah Kota Makassar akan turun sebesar Rp. 0,949. Arah
hubungan antara retribusi daerah Kota Makassar dengan pendapatan asli daerah
Kota Makassar adalah searah (+)., dimana kenaikan atau penurunan retribusi
daerah Makassar akan mengakibatkan kenaikan dan penurunan pendapatan asli
daerah Kota Makassar.
Hasil studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasil studi
ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina Anggraeni (2010), Amri.
Siregar (2009), Mulyadi Soamole (2013), Diah Sulistyowati (2011), dimana hasil
penelitiannya menunjukkan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
c. Pengaruh BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Makassar
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh  nilai koefisien regresi sebesar
49,004 dengan tingkat signifikan 0,338 < 0,05 H0 diterima ( tidak signifikan),
menyatakan bahwa setiap peningkatan Rp. 1 BUMD daerah Kota Makassar
maka pendapatan asli daerah Kota Makassar akan meningkat sebesar Rp. 1,405
dan sebaliknya setiap penurunan Rp. 1 BUMD Kota Makassar maka pendapatan
asli daerah Kota Makassar akan turun sebesar Rp. 1,405. Arah hubungan antara
retribusi daerah Kota Makassar dengan pendapatan asli daerah Kota Makassar
adalah searah (+)., dimana kenaikan atau penurunan BUMD Kota Makassar akan
mengakibatkan kenaikan dan penurunan pendapatan asli daerah Kota Makassar.
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Hasil studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati
(2011), dimana hasil penelitiannya menunjukkan BUMD berpengaruh positif
tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
d. Variabel Dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Makassar.
Berdasarkan hasil analisis data variabel yang paling berpengaruh terhadap
PAD Kota Makassar adalah pajak dibandingkan dengan retribusi daerah dan
BUMD Kota Makassar.
Perubahan mendasar pada Perkembangan pembangunan Kota Makassar
adalah  Kota Makassar menjadi salah satu kota jasa  dan menjadi pusat
perdagangan di Kawasan Indonesia Timur. Sebagai pusat perdagangan
menjadikan Kota Makassar banyak penduduk diluar Kota Makassar yang yang
datang ke Kota Makassar sehingga berpotensi untuk dibuka usaha-usaha baru
seperti pembangunan hotel dan restoran. Meningkatnya pembangunan hotel dan
restoran tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan




Secara keseluruhan KotaMakassar memiliki luas 175,77 Km² yang terdiri
dari 14 Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.
Luas KotaMakassar di Rinci menurut Luas Kecamatan
No Kecamatan Luas (Km2) Persentase (%)
1 Mariso 1,82 1,04
2 Mamajang 2,25 1,28
3 Tamalate 18,18 11,5
4 Rappocini 9,23 5,25
5 Makassar 2,52 1,43
6 Ujung Pandang 2,63 1,5
7 Wajo 1,99 1,13
8 Bontoala 2,1 1,19
9 Ujung Tanah 5,94 3,38
10 Tallo 8,75 3,32
11 Panakukang 13,03 9,7
12 Manggala 24,14 13,73
13 Biringkanaya 48,22 27,43
14 Tamalanrea 31,84 18,11
Jumlah 175,77 100
Sumber: BPS KotaMakassar 2013
Pada Tabel diatas dapat terlihat bahwa luas KotaMakassar menurut
Kecamatan sangat beragam. Kecamatan yang paling luas yaitu Kecamatan
Biringkanaya yang luasnya mencakup 48,22 Km2, kemudian menyusul
Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala, Kecamatan tamalate, Kecamatan
Panakukang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ung Tanah,
Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, kecamatan Mamajang,
Kecamatan Bontoala, Kematan Wajo dan yang terakhir adalah Kecamatan Mariso
yang mempunyai luas wilayah yang paling kecil.
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b. Keadaan Penduduk
Penduduk suatu wilayah merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki
oleh wilayah yang harus diberdayakan demi peningkatan pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Komposisi penduduk Kota Makassar tahun
2012 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2.
Table 4.2




laki (%) Wanita (%)
Jumlah
(Jiwa) ( % )
1 0 – 4 67.309 11,02 56.306 8,5 123.615 9,72
2 5 – 9 63.494 10,4 66.162 9,99 129.656 10,19
3 10 – 14 61.488 10,08 56.04 8,46 528.117 9,23
4 15 – 19 60.285 9,88 72.389 10,93 132.674 10,43
5 20 – 24 66.806 10,95 87.28 13,18 154.086 12,11
6 25 – 29 27.256 9,22 71.356 10,78 127.628 10,03
7 30 – 34 55.521 9,09 56.561 8,54 112.082 8,8
8 35 – 39 45.491 7,45 52.304 7,89 97.795 7,69
9 40 – 44 37.014 6,07 29.526 4,46 6.654 5,23
10 45 – 49 25.729 4,22 29.164 4,4 54.893 4,31
11 50 – 54 18.456 3,02 24.183 3,65 42.639 3,35
12 55 – 59 15.296 2,51 19.563 2,95 34.859 2,73
13 60 – 64 18.558 3,04 17.179 2,59 35.737 2,81
14 65 + 18.551 3,04 24.066 3,63 42.617 2,34
Total 610.27 100 662.079 100 1.272.349 100
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2013
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Pada Tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa komposisi penduduk
KotaMakassar menurut umur kelompok terbesar adalah kelompok umur 20-24
tahunyang merupakan usia produktif yang sangat mendukung pengembangan
ekonomi wilayah. Jumlah penduduk wanita KotaMakassar yang mencapai jumlah
662.079 jiwa dimana komposisi penduduk wanita ini sebagian besar berusia
produktif. dimana kelomopok yang paling besar adalah kelompok umur 20-24
tahun sebesar 87.280 jiwa atau sekitar 13,18 persen dari jumlah penduduk wanita,
yang diikuti dengan kelompok umur 15-19 tahun dengan jumlah 72.389 jiwa atau
10,93 persen, selanjutnya kelompak umur 25-29 dengan jumlah 71.356 jiwa atau
10,78 persen, sedangkan kelompok penduduk wanita yang paling rendah adalah
berumur 60-64 sebesar 17.179 jiwa atau hanya meningkat 2,59 persen dari jumlah
penduduk wanita di KotaMakassar tahun 2011.
Pada Tabel 4.3 diatas dapat kita lihat jumlah laki-laki sebesar 610.270
jiwa dimana jika dilihat gambaran komposisi penduduk laki-laki sebagian besar
berada pada usia yang tidak produktif dimana jumlah laki-laki yang paling besar
adalah berumur 0-4 tahun yang berjumlah 67.309 jiwa atau 11,02 persen, yang
diikuti oleh kelompok umur 20-24 tahun yang berjumlah 66.806 jiwa atau 10,95
persen, kelompok umur 5-9 tahun yang berjumlah 63.494 jiwa atau 10,40 persen,
kelompok umur 10-14 tahun sebesar 16.488 atau 10,08 persen, umur 25-29 tahun
27.256 jiwa atau 9,22 persen, dan kelompok umur yang paling rendah adalah
berumur 55-64 sebesar 15.296 jiwa atau hanya 2,51 persen dari jumlah laki-laki.
Ini menunjukan bahwa jumlah penduduk yang masuk usia produktif lebih banyak
wanita dari pada laki-laki.
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Jumlah penduduk KotaMakassar tentu saja akan terus tumbuh seiring
dengan perkembangan KotaMakassar itu sendiri, sebagai pusat
perdaganganpendidikan dan kebudayaan di Kawasan Timur Indonesia, dan
pesatnya pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh kelahiran dan
urbanisasi yang cukup besar. Implikasi pertumbuhan penduduk yang cukup cepat
tersebut tentu saja menimbulkan masalah-masalah sosial ekonomi di perkotaan
dan memberikan pekerjaan yang besar bagi Pemerintah daerah KotaMakassar
untuk pengelolaannya, seperti masalah pengelolaan prasarana dan sarana ekonomi
perdagangan masyarakat Kota dan pengangguran
c. Pertumbuhan Ekonomi KotaMakassar
Salah satu cara untuk melihat tingkatan pertumbuhan ekonomi yang
dicapai suatu daerah dapat tergambarkan dari nilai pertumbunhan Produk
Domestic Regional Bruto (PDRB) yang sekaligus juga mencerminkan potensi
ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto
merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang di produksi oleh suatu daerah
dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun tanpa membedakan kepemilikan
faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu.
Dalam penyajiannya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selalu
dibedakan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Adapun defenisi
dari pembagian Produk Domestik Regional Bruto tersebut adalah sebagai berikut:
1. Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku adalah jumlah nilai
barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan, atau pengeluaran yang dinilai
sesuai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan,
termasuk memperhatikan keadaan inflasi yang sedang terjadi saat ini.
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2. Produk Domestik Regional Brutoatas dasar harga konstan adalah nilai
barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai
berdasarkan harga pada tahun dasar.
Dalam penilitian ini kategori Produk Domestik Regional Bruto yang
dipergunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan periode tahun 2000-2009
yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.3
Produk Domestic Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000













Sumber: BPS Makassar, PDRB Makassar, 2014
Pada Tabel 4.3 dapat dilihat keadaan perkembangan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) atasa dasar harga konsan tahun 2000 di KotaMakassar
selama periode tahun 2000-2009 mengalami kenaikan terus dari tahun ketahun.
kita dapat melihat pada tahun pada tahun 2000 PDRB KotaMakassar mencapai
angka Rp7.114.355,27 (dalam milliar), tahun 2001 PDRB mencapai
Rp8.178.880,13 atau mengalami kenaikan 7,14 persen, pada tahun 2002 PDRB
KotaMakassar sebesar Rp.13.561.827,18 atau mengalami kenaikan sekitar 7,14
persen, tahun 2003 mencapai Rp. 8.882.254,69 atau mengalami kenaikan sekitar
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8,60 persen, pada tahun 2004 PDRB KotaMakassar sebesar 9.785.333,89 atau
mengalami kenaikan sebesar 100,17 persen. Dan ditahun-tahun berikutnya PDRB
KotaMakassar mengalami kenaikan sekit 8 persen pertahunnya.
Pada tahun 2008 kenaikan PDRB atas harga konstan KotaMakassar
mengalami kenaikan yang paling besar selama tahun 2000-2009 dimana PDRB
KotaMakassar sebesar 13.561.827,18 atau menagalami kenaikan sebesar 10,52
persen dari tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya PDRB KotaMakassar
inimenunjukan bahwa akivitas perekonomian KotaMakassar mengalami
perkembangan terus.
d. Struktur Organisasi Dispenda
Gambar 2
Struktur Oranisasi
Dinas pendapatan Daerah Kota Makassar
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Penjabaran Tugas Dan Fungsi
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pendapatan Daerah.
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala Dinas yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.
3. Bidang Aset dan Investasi
Bidang Aset dan Investasi mempunyai tugas menyiapkan, mengawasi,
mengendalikan, melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi
pengelolaan aset dan investasi daerah.
Bidang Aset dan Investasi mempunyai fungsi:
a. Pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan
rencana dan program kerja bidang aset daerah dan investasi;
b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan pengelolaan aset daerah dan investasi;
c. Penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja Bidang
Aset dan Investasi berdasarkan program dan sasaran yang telah
ditetapkan sebagai pedoman kerja.
4. Bidang Pendapatan
Bidang Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan, menyusun,
mengawasi, mengendalikan melaksanakan kebijakan teknis dan
administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta fasilitasi
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supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa,
melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah serta menyusun
Program dan strategi peningkatan Penerimaan Daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17,
Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perpajakan daerah, retribusi
daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
b. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah sesuai dengan sistem dan
prosedur administrasi pendapatan asli daerah lyang dimulai dari
pendataan/pendaftaran, penetapan, pembukuan, penagihan,
pemeriksaan dan pertimbangan keberatan;
c. Pengkoordinasian dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah,
retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.
5. Bidang Anggaran Daerah
Bidang Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,
merumuskan, mengendalikan dan menyusun pedoman pelaksanaan APBD
dan APBD Perubahan serta pengelolaan perbendaharaan gaji.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Bidang
Anggaran Daerah mempunyai tugas dan fungsi:
a. Penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang anggaran daerah
dan pengelolaan perbendaharaan gaji;
b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pedoman pelaksanaan
APBD;
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c. Pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka kesepakatan
kebijakan umum APBD dan kebijakan umum APBD Perubahan.
6. Bidang Akuntansi
Bidang akuntansi mempunyai tugas menyiapkan, menyusun dan
melaksanakan kebijakan teknis akuntansi pengelolaan keuangan daerah
kabupaten serta evaluasi, pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kabupaten dan pendanaan urusan pemerintahan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 25,
Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:
a. Penetapan kebijakan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan
keuangan daerah kabupaten;
b. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawabaan pelaksanaan
APBD kabupaten;
c. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi
tanggungjawab bersama (urusan concurrent).
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah
a. UPTD melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai wilayah
kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan;
b. UPTD mempunyai fungsi pelaksana dan evaluasi teknis operasional;
c. UPTD dipimpin oleh seorang Kepalaa UPTD yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan
tugasnya melakukan koordinasi dengan Camat.
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B. Deskripsi Hasil Penelitian
1. Penerimaan PajakKotaMakassar
Pajak merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk
memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung
jawab.Melihat pentingnya pajak daerah dalam sumber pendapatan daerah maka
perlu dilakukan peningkatan penerimaan pajak daerah setiap tahun dengan
mengkaji potensi-potensi pajak yang dapat meningkatkan realisasi penerimaan
pajak daerah tersebut.
Untuk melihat sejauh mana penerimaan pajak daerah KotaMakassar,
berikut ini penulis menyajikan data tentang target dan realisasi penerimaan pajak
KotaMakassar sejak tahun 2003 sampai tahun 2012.
Tabel 4.4










2005 50.331.110 62.015.943,50 25.58
2006 75.964.180 77.878.470,00 20.37
2007 88.509.000 88.098.579,50 11.60
2008 97.760.250 98.318.689,00 10.39
2009 100.532.400 115.223.339,00 14.67
2010 135.321.310 133.551.818,00 13.72
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2011 221.251.000 270.547.821,00 50.64
2012 325.664.700 337.167.338,00 19.76
Total 1.182.439.050 1.353.397.830,00 3.926
Sumber:BPS  Provinsi Sulawesi Selatan 2013
Pada tahun 2003 jumlah pajak yang masuk sebanyak Rp. 41.889.550,00
(ribu) kemudian tahun 2012 Penerimaan pajak meningkat dengan pesat yaitu
mencapai Rp. 337.167.338. (juta), pada tabel diatas juga dapat digambarkan
bahwa tahun 2003-2012 terlihat realisasi pajak sebagian besar melebihi target
penerimaan pajak yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah
KotaMakassar berhasil dalam memungut pajak daerah terhadap masyarakat dan
potensi penerimaan sumber-sumber pajak dapat dimaksimalkan.
Penerimaan pajak di Kota Makassarterlihat mengalami perkembangan
yang sangat pesat hal ini disebabkan oleh meningkatnya wajib pajak yang ada di
Makassar. Pembangunan perekonomian yang pesat di Kota Makassar yang
disertai dengan meningkatnya minat para pengusaha (investor) untuk berinvestasi
dengan membuka usaha baru mulai dari pembangunan restaurant dan  Hotel
menyebabkan meningkatnya penerimaan pajak di Kota Makassar,selain itu
sumber pajak potensial di Kota Makassar adalah pajak kendaraan bermotor.
2. Penerimaan Retribusi DaerahKotaMakassar
Retribusi daerah adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah
dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung
diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.Sehingga retribusi
merupakan potensi ekonomi yang cukup memberikan peran terhadap penerimaan
daerah. Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari
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Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka penggalian dan pemanfaatan potensi dari
retribusi daerah ini, perlu senantiasa terus dimaksimalkan keberadaannya, melalui
berbagai upaya dan aktifitas serta kebijakan yang dapat menggerakkan dan
memanfaatkan obyek dan subyek retribusi yang ada. Untuk mengetahui sejauh
mana pemerintah KotaMakassar dalam mengelola retribusi daerah dan
perkembangannya dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan jalannya
roda pemerintahan di KotaMakassar,
Untuk melihat sejauh mana penerimaan retribusi kota makassar, berikut
ini pnulis menyajikan data tentang target dan realisasi penerimaan retribusi kota
makassar sejak tahun 2003 sampai tahun 2012 pada tabel 4.5.
Tabel 4.5
Target dan Realisasi Retribusi Daerah KotaMakassar
(Dalam Juta Rupiah)
Tahun
Realisasi Target Jumlah PresentaseRetribusi Daerah
(Ribu Rupiah) (Ribu Rupiah) (%)
2003 23.536.180,00 22.423.180,00 -
2004 24.669.919,00 23.635.720,00 17.55
2005 29.688.000,00 31.202.960,00 30.69
2006 37.066.089,00 35.550.430,00 24.63
2007 38.016.158,50 40.876.890,00 56.59
2008 40.966.228,00 39.700.450,00 51.24
2009 37.131.426,00 38.665.400,00 23.09
2010 59.729.10500 50.970.800,00 2.61
2011 62.043.148.00 65.331.000,00 24.02
2012 84.141.194.00 90.200.230,00 28.26
Total 431,969,366,50 408.042.220,00 100
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2013
Berdasarkan  tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun
2003pendapatan retribusi daerah sebesar Rp.23.536.180,00  meningkat sangat
drastispada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 84.141.194,00kemudian jika dilihat dari
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pertumbuhan penerimaan retribusi di Kota Makassar terlihat mengalami
pertumbuhan yang berfluktuasi hal ini menggambarkan bahwa kinerja pemerintah
Kota Makassar dalam memaksimalkan penerimaan retribusi belummaksimal hal
ini menyebabkan target yang sudah ditetapkan setiap tahun tidakselalu tercapai.
Tidak maksimalnya penerimaan retribusi akan berdampak pada penerimaan PAD
Kota Makassar karena Retribusi merupakan salah satu sumber peneriman terbesar
setelah pajak sehingga diharapakan penerimaan retribusi dapat dimaksimalkan.
3. Penerimaan BUMDKotaMakassar
Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu penunjang penerimaan
Pendapatan Daerah, guna menunjang upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat dan pelayanan masyarakat dapat
berjalan secara efektif dan efisien. Penerimaan dari BUMD yang ada di
KotaMakassar dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:
Tabel 4.6






(Jutaan Rupiah) (Jutaan Rupiah) (%)
2003 900.897.00 1,081,060.00 -
2004 1.230.600,00 1,311,098.00 17.55
2005 1.445.456,00 1,601,408.00 18.13
2006 1.860.678,00 1,891,718.00 15.35
2007 2.180.000,00 2,124,611.50 10.96
2008 3.280.600,00 4,357,505.00 51.24





2011 6.253.200,00 6,355,200.00 8.46
2012 6.864.800,00 6,553,899.00 3.03
Total 32.051.050,00 36,760,065.50
Sumber: BPS Provinsi Sulawsi Selatan 2014
Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat periode tahun 2003-2012 terlihat
pendapatan BUMD mengalami peningkatan tahun 2003 adalah Rp. 1.081.060
(jribu) meningkat sangat drastis tahun 2012 dimana penerimaan dari BUMD
sudah mencapai Rp. 6.553.899ribu). Perkembangan Penerimaan laba BUMD di
KotaMakassar tahun 2003-2012 terlihat mengalami pertumbuhan yang
berfluktuatif. Meningkatnya penerimaan dari BUMD KotaMakassar disebabkan
adanya upaya efektif dan efisien yang dilakukan oleh perusahan-perusahan yang
ada di KotaMakassar.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)KotaMakassar.
Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah merupakan
yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, atas dasar tersebut maka
kemandirian daerah dalam rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap
pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari Pendapatan
Asli Daerahnya (PAD), sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada
daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam
meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintah di daerah
maka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah mutlak
diperlukan untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang nyata dan
bertanggung jawab. (Undang-Undang No 32 Tahun 2004).
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Tabel 4.7




(Ribu Rupiah) (Ribu Rupiah) (%)
2003 75.684.690 78.387.029 -
2004 78.538.661 78.662.847 -0.19
2005 99.714.719 85.984.180 21.24
2006 120.890.777 115.891.780 17.52
2007 130.376.100 135.650.100 7.28
2008 158.131.364 150.131.360 17.55
2009 163.291.027 160.432.757 3.16
2010 210.136.331 205.339.446 22.29
2011 351.692.553 319.732.340 40.25
2012 441.234.950 441.235.950 20.29
Total 1.899.955.88 1.938.343.91 100
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2014
. Dari tabel diatas terlihat bahwa periode tahun 2003-2012 mengalami
peningkatan tahun 2003 Penerimaan PAD KotaMakassar adalah sebesar Rp.
78.684.000 (ribu) meningkat menjadi Rp. 441.234.950 (ribu)pada tahun 2012,
Peningkatanpenerimaan ini sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di mana
daerah sudah mulai berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerahnya.Meningkatnya PAD Kota Makassar tidak lepasa dari kinerja
pemerintah Kota Makassar dalam memaksimalkan potensi penerimaan pajak,
retribusi dan BUMD Kota Makassar.
C. Hasil Analisis Data
1. Analisis Uji Asumsi Klasik
Analisi uji prasayarat dalam penelitian ini menggunakan uji asum si klasik
sebagai salah satu syarat dalam menggunakan analisis korelasi dan regresi
berganda yang terdiri atas :
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a. Uji Normalitas Data
Pada grafik Normal P-Plot of Regretion Stand dibawah, terlihat titik-titik
(data) di sekitar garis lurus dan cenderung membentuk garis lurus (linier),
sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan linieritas telah terpenuhi. Dengan
demikian karena persyaratan linieritas telah dapat dipenuhi sehingga model
regresi layak dipakai untuk memprediksi Kinerja berdasarkan variabel bebasnya.
Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar2
Normal P-P of Regression Standardized Residual
Sebagaimana terikat dalam grafik normal P-P plot of regression
standrdiset residual, terlihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal
(membentuk garis lurus), maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal
dan model regresi layak dipakai untuk memprediksi bahwa pendapatan asli
daerah (PAD) di KotaMakassar berdasarkan variabel bebasnya.
b. Uji Linieritas Data
Pada grafik Normal P-Plot of Regresion Stand diatas, terlihat titik-titik
(data) di sekitar garis lurus dan cenderung membentuk garis lurus (linier)
sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan linieritas telah terpenuhi. Dengan
demikian karena persyaratan linieritas telah dapat dipenuhi sehingga model
regresi layak dipakai untuk memprediksi Kinerja berdasarkan variabel bebasnya.
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c. Uji Multikolinieritas Data
Uji multikolinieritas data perlu dilakukan untuk menguji apakah pada
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, jika terjadi
korelasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas (MULTIKO).
Untuk mengetahui multikolinieritas antar variabel bebas tersebut, dapat dilihat
melalui VIF (variance inflation factor) dari masing-masing variabel bebas
terhadap variabel terikat. Apabila nilai VIF tidak lebih dari 5 berarti mengindikasi
bahwa dalam model tidak terdapat multikolinieritas.
Besaran VIF (variance inflation factor) dan Tolerance, pedoman suatu
model regresi yang bebas multikolinieritas adalah :
a) Mempunyai nilai VIF disekitar angka.
b) Mempunyai angka TORELANCE disekitar angka 1.
d. Uji Heteroskedastisitas Data
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah
model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan
ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke
pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika varians
berbeda, disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi
Heteroskedastisitas. Hasil pengujian ditunjukkan dalam gambar  berikut:
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Gambar 3
Regression Standardized Precdicted Value (scatterplot)
Dari grafik Scatterplot tersebut, terlihat titik –titik menyebar secara acak
dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas
maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi
heretoskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi  layak dipakai
untuk memprediksi PAD (Pendapatan Asli Daerah) berdasar masukan variabel
independent-nya.
2. Analisis Linier Berganda
Untuk dapat membuktikan hipotesis yang diajukan sebelumnya, bahwa
pajak daerah, retribusi daerah dan BUMD menpengerahui pendapatan asli daerah
(PAD) di KotaMakassar, maka dilakukan analisis regresi linier berganda untuk
mengetahui tingkat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabrl terikat, baik
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secara simultan maupun parsial. Data yang digunakan diperoleh dan diolah
dengan menggunakan Microsoft Office Exel 2007dan hasil olahan tersebut
tersebut selanjutkan diestimasikan kedalam program Statistik dengan
menggunakan perangkat lunak (Software) yaitu SPSS 22.
Tabel  4.8








B Std. Error Beta Tolerance VIF
1
(Constant) 7375063.46 5352634.65 1.378 .217
Pajak 1.021 .048 .831 21.142 .000 .115 8.713
Retribusi .949 .264 .154 3.599 .011 .097 10.316
BUMD 1.405 1.349 .026 1.041 .338 .276 3.622
a. Dependent Variable: Y
Sumber : Output Analisis Regresi Berganda
Berdasarkan pada hasil koefisien regresi (B) di atas, maka diperoleh
persamaan regresi sebagai berikut :
Y =7375063+ 1,021 X1 +0,949 X2 +1,405 X3
a) Koefisien Regresi
Berdasarkan hasilolah data diatas maka dapat diketahui bahwa :
1. Nilai Konstanta sebesar 73.750.633, dapat dinyatakan bahwa apabila tidak
ada pajak daerah, retribusi daerah dan BUMD maka nilai dari pendapatan
asli daerah (PAD) adalah sebesar Rp. 73.750.633.
2. Nilai Koefisien regresi pajak sebesar 1,021, dapat dinyatakan apabila
pajak daerah meningkat sebesar Rp.1 maka akan meningkatkan PAD
sebesar Rp.1,021. Dan sebaliknya jika pajak kota Makassar turun sebesar
Rp. 1 maka PAD akan turun sebesar Rp.1,021
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3. Nilai Koefisien regresi sebesar  0,949, dapat dinyatakan bahwa Apabila
retribusi daerah meningkat sebesar Rp.1 maka akan meningkatkan PAD
sebesar Rp. 0,949. Dan sebaliknya apabila retribusi turun sebesar Rp. 1
maka PAD akan turun sebesar Rp. 0,949
4. Nilai Koefisien Regresi BUMD 1,405, dapat dinyatakan bahwa
apabilaBUMD meningkat sebesar Rp. 1 maka akan  meningkatkan PAD
sebesar Rp. 1,405. Dan sebaliknya jika BUMD turun sebesar Rp.1 maka
PAD akan turun sebesar Rp. 1.405
b) Koefisien Determinasi
Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur proporsi atau persentase dari
variasi total variabel  dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi. Dari
hasil pengolahan data pada tabel diatas diperoleh :
Tabel  4.9
Hasilolah data nilai Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
Durbin-Watson
1 .999a .999 .998 4844084.54392 2.763
a. Predictors: (Constant), BUMD, pajak, retribusi
b. Dependent Variable: Y
Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui nilaiR-square sebesar 0.999
yang artinya bahwa besarnya proporsi kontribusi keeratan hubungan antara
variabel bebas yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan BUMD terhadap PAD
adalah 99,90 yang artinya bahwa 99,90 persen variasi perubahan variabel
Pendapatan Asli Daerah (PAD) KotaMakassar dapat dijelaskan variabel Pajak
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Daerah, Retribusi Daerah dan BUMD. Sedangkan selebihnya sebesar 0.10 persen
dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.
3. Analisis Uji Hipotesis
a. Analisis Uji Simultan (f)
Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel
independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian statistik F ini dilakukan
dengan cara membandingkan F-hitung dengan F-tabel.
Tabel 4.10
Nilai signifikansi uji -f
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1
Regression 132101348511623408 3 44033782837207800.0 1876.560 .000b
Residual 140790930412046.160 6 23465155068674.360
Total 132242139442035456. 9
a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), BUMD, pajak, retribusi
Untuk  mengetahui pengaruh Pajak daerah, Retribusi daerah dan BUMD
secara bersama sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah
KotaMakassar dilakukan uji-F, pada tabel ANAVAR. Hipotesis yang digunakan
adalah:
Ho : β1 = β2= β3 = 0
H1 ; sekurang-kurangnya satu nilai β tidak sama dengan nol
Kriteria pengujian adalah H0 ditolak atau H1 diterima, jika nilai F pada
tabel ANAVAR lebih besar dari Fhitung, pada taraf signifikansi α = 0,05.
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Sebaliknya, jika nilai Fhitung ≤ dari nilai Ftabel, maka Ho diterima.Jika pengujian
menyimpulkan bahwa H1 yang diterima.
Hasil uji F yang dimaksud dapat dilihat pada tabel 4. 10 tentang analisis
varians dengan memperhatikan hipotesis sebagai berikut:
Dari tabel  diatas menunjukkan bahwa nilai Fhitung> Ftabelsebesar
1876.560> 5,143 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari pada taraf signifikansi
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa pengujian hipotesis diatas menolak Ho atau menerima H1 hal
ini menunjukkan bahwa variabel Pajak daearah, Retribusi daerah dan BUMD
secara bersama sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PDA)
KotaMakassar Propinsi Sulawesi Selatan.
b. Analisis Uji Parsial (t)
Untuk  mengetahui pengaruh Pajak daearah, Retribusi daerah dan BUMD
secara parsial terhadap pendapatan asli daerah (PAD) KotaMakassar mempunyai
pengaruh signifikan/bermakna dilakukan uji-t.
Ho : βi (i=1,2,3,4)= 0  tidak terdapat pengaruh signifikan variabel
8`Pajak daearah, Retribusi daerah dan BUMD
terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
KotaMakassar
Ho : βi (i=1,2,3,4)≠ 0  terdapat tidak terdapat pengaruh signifikan
variabel Pajak daearah, Retribusi daerah dan
BUMD terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
KotaMakassar
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Proses pengujian dilakukan dengan melihat pada kolom signifikansi dan
nilai t di tabel  dengan mengunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5 % atau 0,05
Adapun dasar pengambilan keputusannya yaitu :
Jika signifikansi < 0,05, maka H ditolak (rejected)
Jika signifikansi > 0,05, maka H diterima ( notrejected)
Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa :
1) Pajak daerah KotaMakassar
Berdasarkan tabel dibawah dimana  nilai koefisien regresi Pajak Daerah
KotaMakassar sebesar 1,211dan nilai signifikan sebesar 0,000 dinyatakan lebih
kecil dari taraf kepercayaan 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan variabel
Pajak daerah KotaMakassar mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap  Pendapatan Asli Daerah  (PAD) KotaMakassar. Hipotesis dalam
penelitian ini diterima.
2) Retribusi Daerah KotaMakassar
Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai Koefisien regresi retribusi
Daerah KotaMakassar sebesar 0.949dan nilai signifikan sebesar 0,011 dinyatakan
lebih kecil dari taraf kepercayaan 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan
variabel Retribusi Daerah KotaMakassar mempunyai pengaruh yang Positif dan
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah  (PAD) KotaMakassar. Hipotesis
dalam penelitian ini diterima.
3) BUMDKotaMakassar
Berdasarkan hasil olah data diperoleh  nilai koefisien regresi BUMD
KotaMakassar sebesar 1.045dan  nilai signifikan BUMD  sebesar 0,338
dinyatakan lebih besar dari taraf kepercayaan 0,05 sehingga  BUMD
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KotaMakassarmempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap  Pendapatan
Asli Daerah  (PAD) KotaMakassar . Hipotesis dalam penelitian ini ditolak
D. Pembahasan Penelitian
a. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
KotaMakassar
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai koefisien regresi
sebesar1,021dengan tingkat signifikan 0,000< 0,05 H1 diterima (signifikan),
menyatakan bahwa setiap peningkatan Rp.1 persen pajak daerah KotaMakassar
maka pendapatan asli daerah KotaMakassar akan meningkat sebesar  Rp.
1,021dan sebaliknya setiap penurunan Rp.1pajak daerah KotaMakassar maka
pendapatan asli daerah KotaMakassar akan turun sebesar  Rp. 1,021. Arah
hubungan antara pajak daerah KotaMakassar dengan pendapatan asli daerah
KotaMakassar adalah searah (+)., dimana kenaikan atau penurunan pajak daerah
KotaMakassar akan mengakibatkan kenaikan dan penurunan pendapatan asli
daerah KotaMakassar.
Hasil studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amri.
Siregar (2009), Mulyadi Soamole (2013), Diah Sulistyowati (2011), dimana hasil
penelitiannya menunjukkan pendapatan Pajak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
b. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) KotaMakassar
Berdasarkan tabel diatas dimana nilai koefisien regresi sebesar
6,391dengan tingkat signifikan 0,011< 0,05 H1 diterima (signifikan), menyatakan
bahwa setiap peningkatan Rp. 1Retribusi daerah KotaMakassar maka pendapatan
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asli daerah KotaMakassar akan meningkat sebesar Rp. 0,949dan sebaliknya setiap
penurunan Rp. 1retribusi daerah KotaMakassar maka pendapatan asli daerah
KotaMakassar akan turun sebesar Rp. 0,949. Arah hubungan antara retribusi
daerah KotaMakassar dengan pendapatan asli daerah KotaMakassar adalah
searah (+)., dimana kenaikan atau penurunan retribusi daerah Makassar akan
mengakibatkan kenaikan dan penurunan pendapatan asli daerah KotaMakassar.
Hasil studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasil studi
ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina Anggraeni (2010), Amri.
Siregar (2009), Mulyadi Soamole (2013), Diah Sulistyowati (2011), dimana hasil
penelitiannya menunjukkan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
c. Pengaruh BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
KotaMakassar
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh  nilai koefisien regresi
sebesar49,004dengan tingkat signifikan 0,338< 0,05 H0 diterima ( tidak
signifikan), menyatakan bahwa setiap peningkatan Rp. 1BUMD daerah
KotaMakassar maka pendapatan asli daerah KotaMakassar akan meningkat
sebesar Rp. 1,405dan sebaliknya setiap penurunan Rp. 1BUMDKotaMakassar
maka pendapatan asli daerah KotaMakassar akan turun sebesar Rp. 1,405. Arah
hubungan antara retribusi daerah KotaMakassar dengan pendapatan asli daerah
KotaMakassar adalah searah (+)., dimana kenaikan atau penurunan BUMD
KotaMakassar akan mengakibatkan kenaikan dan penurunan pendapatan asli
daerah KotaMakassar.
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Hasil studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati
(2011), dimana hasil penelitiannya menunjukkan BUMD berpengaruh positif
tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Jadi berdasarkan hasil uji signifikansi variabel yang paling berpengaruh
adalah pajak karena mengingat dari kontribusi pajak yang diperoleh dari pajak
hotel, restoran dan pajak parkir telah memberikan kontribusi yang besar
dibandingkan yang lain.
Berdasarkan hasilolah data juga dapat diketahui bahwa variabel yang
mempunyaipengaruh paling besarterhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Makassar adalah Pajak, tingginya pendapatan  pajak di Kota Makassar
disebabkan oleh banyaknya investor yang berminat menanamkan modal
(investasi) yang masuk di Kota Makassar,  pembangunan yang pesat akan
berdampak pada penerimaan pajak dari investasi yang dilakukan dengan akan
dibukanya usaha-usaha baru.seperti peningkatan penerimaan pajak hotel, pajak






Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Pajak daerah,
retribusi daerah dan BUMD penerimaan pendapatan asli daerah di Kota
Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil analisis data diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 1,021 dengan
tingkat signifikan 0,000< 0,05 H1 diterima (signifikan), menyatakan bahwa
setiap peningkatan1 persen pajak daerah Kota Makassar  maka pendapatan asli
daerah Kota Makassar akan meningkat sebesar Rp. 1,021 dan sebaliknya
setiap penurunan1 persen pajak daerah Kota Makassar  maka pendapatan asli
daerah Kota Makassar  akan turun sebesar Rp. 1,021.
2. Nilai koefisien regresi sebesar 0,949 dengan tingkat signifikan 0,011< 0,05 H1
diterima (signifikan), menyatakan bahwa setiap peningkatan1 persen Retribusi
daerah Kota Makassar  maka pendapatan asli daerah Kota Makassar akan
meningkat sebesar Rp. 0.949 dan sebaliknya setiap penurunan1 persen
retribusi daerah Kota Makassar  maka pendapatan asli daerah Kota Makassar
akan turun sebesar Rp. 0.949. Retribusi Daerah Kota Makassar berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan
penerimaan dari Retribusi daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Makassar.
3. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai koefisien regresi sebesar1,405
dengan tingkat signifikan 0,338> 0,05 H0 diterima (tidak signifikan), sehingga
variabel BUMD tidak memberikan pengaruh terhadap PAD.
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4. Variabel yang paling berpengaruh antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar
adalahVariabel pajak Daerah
B. Saran
Saran dalam penelitian ini adalah:
1. Pemerintah daerah Kota Makassar diharapkan meningkatkan penerimaan
pajak daerah setiap tahun dengan mengkaji potensi-potensi pajak yang dapat
meningkatkan realisasi penerimaan pajak.
2. Pemerintah daerah Kota Makassar diharapkan meningkatkan penerimaan
retribusi daerah dengan mengadakan sosialisasi mengenai potensi daerah yang
dimiliki agar masyarakat dan investor lebih tertarik menanamkan modalnya,
karena penerimaan retribusi daerah masih jauh dibandingkan dengan
penerimaan pajak daerah yang lebih dominan mempengaruhi peningkatan
PAD kota Makassar.
3. Pemerintah daerah Kota Makassar diharapkan meningkatkan penerimaan
BUMD  dengan dengan cara mendorong pengelolaan yang efektif dan efisien
oleh perusahan-perusahan milik daearh yang ada di Kota Makassar.
4. Bagi Peneliti Lain. Dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya yang
meneliti tentang pendapatan Asli Daerah (PAD).
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(Ribu Rupiah) (ribu Rupiah) (%)
2003 41.553.600.000 41.889.550.000
2004 45.551.500.000 46.153.417.000 9.24
2005 50.331.110.000 62.015.943.500 25.58
2006 75.964.180.000 77.878.470.000 20.37
2007 88.509.000.000 88.098.579.500 11.60
2008 97.760.250.000 98.318.689.000 10.39
2009 100.532.400.000 115.223.339.000 14.67
2010 135.321.310.000 133.551.818.000 13.72
2011 221.251.000.000 270.547.821.000 50.64
2012 325.664.700.000 337.167.338.000 19.76
Total 1.182.439.050.000 1.353.397.830.00 3.926
2. Retribusi Daerah
Tahun
Realisasi Target Jumlah PresentaseRetribusi Daerah
(Ribu Rupiah) (Ribu Rupiah) (%)
2003 23.536.180.000 22.423.180.000 -
2004 24.669.919.000 23.635.720.000 17.55
2005 31.496.670.000 29.688.000.000 30.69
2006 37.066.089.000 35.550.430.000 24.63
2007 38.016.158.500 40.876.890.000 56.59
2008 40.966.228.000 39.700.450.000 51.24
2009 37.131.426.000 38.665.400.000 23.09
2010 59.729.105.000 50.970.800.000 2.61
2011 62.043.148.000 65.331.000.000 24.02
2012 84.141.194.000 90.200.230.000 28.26




Target Realisasi BUMD Jumlah Persentase BUMD
(Jutaan Rupiah) (Jutaan Rupiah) (%)
2003 900.897.000 1,081,060.000 -
2004 1.230.600.000 1,311,098.000 17.55
2005 1.445.456.000 1,601,408.000 18.13
2006 1.860.678.000 1,891,718.000 15.35
2007 2.180.000.000 2,124,611.500 10.96
2008 3.280.600.000 4,357,505.000 51.24
2009 4.368.140.000 5,665,752.000 23.09
2010 5.600.000.000 5,817,814.000 2.61
2011 6.253.200.000 6,355,200.000 8.46





(Ribu Rupiah) (Ribu Rupiah) (%)
2003 78.684.690.000 75.387.029.000 -
2004 78.538.661.000 78.662.847.000 -0.19
2005 99.714.719.000 85.984.180.000 21.24
2006 120.890.777..000 115.891.780.000 17.52
2007 130.376.100.000 135.650.100.000 7.28
2008 158.131.364.000 150.131.360.000 17.55
2009 163.291.027.000 160.432.757.000 3.16
2010 210.136.331.000 205.339.446.000 22.29
2011 351.692.553.000 319.732.340.000 40.25
2012 441.234.950.000 441.235.950.000 20.29




Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
Durbin-Watson
1 .999a .999 .998 4844084.54392 2.763
a. Predictors: (Constant), BUMD, pajak, retribusi
b. Dependent Variable: Y
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1
Regression 132101348511623408 3 44033782837207800.0 1876.560 .000b
Residual 140790930412046.160 6 23465155068674.360
Total 132242139442035456. 9
a. Dependent Variable: Y








B Std. Error Beta Tolerance VIF
1
(Constant) 7375063.46 5352634.65 1.378 .217
pajak 1.021 .048 .831 21.142 .000 .115 8.713
retribusi .949 .264 .154 3.599 .011 .097 10.316
BUMD 1.405 1.349 .026 1.041 .338 .276 3.622
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